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ABSTRACT 
INNOVATION DEVELOPMENT IN PUBLIC RELATIONS AND 

PROTOCOL DIVISION IN NUNUKAN REGIONAL SECRETARIAT 

Joned 
j oned. magisterut@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

This research are aimed to know what's the background, how's the role of 
the stakeholders and what strategy used to develop this innovation. This research 
is aimed to document the process of innovation development in public 
organization. 

This research is a descriptive qualitative research., which is done in public 
relation and protocol division around March until May 2016_ The informants of 
this research are the top leaders and staff in public relation and protocol division. 

The innovation in this division is called Si Super (Sistern Infonnasi Surat 
Perjalanan Dinas) which achieved Top 33 Best Public Service Innovation in 
Indonesia 2014 held by Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. And 
also this innovation categorized as a nominee in UNPSA 2015. The background 
of this innovation are: 1) the administration management less optimal 2) monetary 
management accountability 3) Lack of human resources 4) Lack of infrastructure. 
Main stakeholders as stakeholder promoter is in the middle management, which 
becomes the key center in the developing process of innovation. The innovator 
plays a role to prepare the innovation concepts, then the decision making in top 
management and implemented in the whole management. 

The development of Innovation is based on the theory of Zaltman et al, 
including the process of stating the main point of this research, theory and 
concepts, decision making, implementation, monitoring and evaluation whereas 
include the process of development and simultaneous replication. This process has 
indicated the cycle of learning organization. 

It is need to document the innovation development and its practice to 
support the dissemination, replication and adoption of this innovation in the wider 
scope of organization. And also need to do a deep research for the implication of 
this innovation toward the effect to the accountability and working performance. 

Keywords: Development, Innovation, Organization, Public Relation and 

Protocol, Nunukan 

42882.pdf



ABSTRAK 
PENGEMBANGAN INOVASI ORGANISASI PADA BAGIAN DUMAS 

DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

Joned 

j on ed. magisterut@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 

Universitas T erbuka 

Tujuan penelitian in.i adalah untuk mengetahui sejauh mana inovasi 
organisasi dikembangkan dan diterapkan pada Bagian Humas dan Protokol Setda 
Kabupaten Nunukan, apa latar belakangny~ bagaimana peran stakeholder dalarn 
pengembangan inovasi tersebut dan bagaimana strategi dalam pengembangan 
inovasi organisasi. Hasil-hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk 
membantu mendokumentasikan proses pengembangan inovasi sekaligus sebagai 
media diseminasi infonnasi pengembangan inovasi organisasi publik. 

Penelitian ini adalah peneJitian deskriptif kualitati( diJaksanakan pada 
Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Nunukan pada bulan Maret- Mei 
2016. Informan penelitian ini adalah unsur pimpinan dan staf pada Bagian Humas 
dan Protokol serta informan kunci yg terlibat dalam pengembangan inovasi. 

Inovasi Organisasi pada Bagian Humas dan Protokol yang dikembangkan 
yaitu Sistem Informasi Surat Perjalanan Dinas (Si Super) yang memperoleh 
penghargaan Top 33 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Indonesia Tahun 2014 
oleh Kemenpan RB dan sebagai Nominee UNPSA 2015. Latar belakang 
pengembangan inovasi yaitu: 1 ). Pengelolaan administrasi penerbitan dokumen 
perjalanan dinas yang belum optimal, 2). Akuntabilitas pengelolaan keuangan, 3 ). 
Keterbatasan Sumberdaya Manusia dan 4). Keterbatasan sarana dan prasarana 
Stakeholder utama sebagai pemimpin perubahan (stakeholder promotor) adalah 
ditingkat managemen menengah, yang menjadi simpul dalam proses 
pengembangan inovasi. Inovator berperan menyiapkan konsep-konsep inovasi, 
selanjutnya pengambilan keputusan pada manajemen puncak dan implementasi 
secara operasional pada tingkat manajemen bawah sesuai kaidah Kaizen. 

Strategi pengembangan Inovasi menganut pada model pengembangan 
inovasi Zaltman dkk, mencakup proses perumusan masalah, penyusunan 
rencana/konsep, pengambilan keputusan, implementasi, monitoring dan evaluasi 
termasuk didalamnya proses pengembangan dan replikasi secara berkelanjutan 
Proses pengembangan inovasi Si Super pada Bagian Humas dan Protokol telah 
mencirikan siklus organisasi pembelajaran. 

Perlu adanya upaya pendokumentasian pengembangan inovasi dan paktik 
baik untuk mendukung diseminasi, replikasi dan adopsi inovasi dalam cakupan 
yang lebih luas serta perlunya kajian lebih lanjut terkait dampak inovasi bagi 
akuntabilitas dan kinerja organisasi publik. 

Kata Kunci : Pengembangan, lnovas~ Organisas~ Humas dan ProtokoL Nunukan 

ll 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

a. Dasar Hukum 

Bagian Humas dan Protokol terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuaten N unukan. Bagian Humas 

dan Protokol merupakan pemekaran dari Subbag Humas dan Protokol 

pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan. 

Kelembagaan Bagian Humas dan Protokol melalui Perda Nomor 20 

Tahun 2008 terdiri dari : 

1) Kepala Bagian Humas dan Protokol 

2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat 

3) Sub Bagian Humas dan Protokol. 

Selanjutnya pada tahun 2011, Bagian Humas dan Protokol mengalami 

perubahan struktur organisasi, dimana Subbag Protokol di mekarkan 

menjadi dua sub bagian, yaitu sub bagian protokol dan sub bagian 

Tamu dan Perjalanan Dinas melalui Perda Nomor 20 Tahun 2011, 

sehingga kelembagaan Bagian Humas dan Protokol sesuai Perda 

Nomor 20 Tahun 2011 menjadi: 
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1) Bagian Humas dan Protokol 

2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat 

3) Sub Bagian Protokol 

4) Sub Bagian Tamu clan Perjalanan Dinas. 

b. Visi clan Misi 

Sebagai organisasi unsur staf, Visi dan Misi Bagian Humas dan 

Protokol merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Visi dan 

Misi Sekretariat Daerah. 

Visi merupakancara panclangjauh ke depan kemana Sekretariat 

Daerah Kabupaten Nunukan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai 

maupun diperoleh. Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana 

yang telah ditetapkan clalam RPJM Pemerintah Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2011 -2016 adalah: 

"Terwujudnya Masyarakat Nunukan Yang Maju, Aman , Damai, 

Bennoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing 

Sebagai Beranda Terdepan NKRJ " 

Sejalan dengan Visi di atas, maka sebagai salah satu perangkat 

daerah kabupaten yang bertugas membantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah kemudian 

menetapkan Visi sebagai berikut : 

"Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju 

Kabupaten Nunukan yang maju dan berdaya saing " 

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka m1s1 yang 

diemban oleh Sekretariat Daerah khususnya Bagian Humas dan 

Protokol yaitu: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan transparan dan 
akuntabel; 

2. Meningkatkan harmonisasi kerja melalui Koordinasi, Integrasi, 

Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS); 
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3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah~ 

4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan 

yang berdaya saing dan partisipatif. 

Secara khusus, misi yang diemban oleh Bagian Humas dan Protokol 

sebagaimana tersebut diatas yaitu pada misi pertama dan misi ketiga. 

c. Struk-tur Organisasi 

Secara hierarki, struktur Organisasi Pada Bagian Humas dan 

Protokol Sekretariat Daerah Kabuoaten Nunukan adalah sebagai 

berikut. 

BrPATI 

WAKlL BL-PATI 

SEKRITARIS 
DADUH 

,wsm; 
BDNOMIDA.>; 
1£1.!B ..... >.;c;l.1'A. >; 

KASl!B 
BAGU.'1 
Hl'BUSGA.~ 

W.S!ALIKAT 

KEl' Al.A BAGU.'; 
Hl"MASDA.'> 
PROTOKOL 

K.ASL1l 
BAG!AK 

PROTOKO!. 

K.UIJll BAlAA.~ 
T..u:t'OA..'l' 

1!JJA.O....t.'a.'i 
now 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol. 

d. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat 

Daerah Kabupaten Nunukan diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 18 

Tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati 
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Nunukan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas 

Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten 

Nunukan. 

( l) Tugas Pokok Bagian Humas dan Protokol yaitu membantu 

Asisten Administrasi merumuskan bahan kebijakan, pedoman 

dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan 

pembinaan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, 

Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan bahan dan penyusunan saran kebijakan, pedoman 

dan petunjuk teknis pembinaan hubungan masyarakat dan 

keprotokolan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan 

penyelenggaraan pembinaan hubungan masyarakat dan 

keprotokolan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan 

petunjuk yang telah ditetapkan; dan 

c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemberitaan, 

informasi dan komunikasi tentang kebijakan Pemerintah 

Kabupaten kepada masyarakat. 
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Uraian tugas Bagian Humas dan Protokol adalah sebagai berikut: 

a. mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta data clan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya; 

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol sebagai 

pedoman clan acuan kerja; 

c. merumuskan bahan dan menyusun saran kebijakan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta koordinasi penyelenggaraan 

urusan pemberitaan, informasi dan komunikasi tentang kebijakan dan program 

Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat; 

e. mengkoordinasikan penyiapan bahan pembinaan hubungan kemasyarakatan 

dengan lembaga pemerintah dan non pemerinta~ media massa, keterangan 

pers, konferensi pers dan peliputan media massa di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan; 

f. melaksanakan penyampaian berita dan pelayanan informasi mengenai hal-hal 

yang bersifat kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan; 

g. mengkomunikasikan kebijakan dan program yang tel~ sedang dan akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada masyarakat; 

h. melaksanakan koordinasi dan hubungan antara Pemerintah Kabupaten 

dengan masyarakat umum serta organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas 

kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten; 
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l. melakukan penelitian dan pengkajian perkembangan informasi dan 

komunikasi di daerah; 

J. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan 

penerbitan dan pemberitaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 

k. membina penyelenggaraan urusan keprotokolan di lingkungan Sekretariat 

Dae rah; 

l. menyiapkan acara dan mengatur jadwal perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati 

dan Sekretaris Daerah; 

m. melaksanakan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

SPPD, akomodasi dan pengamanan serta acara perjalanan dinas/kunjungan 

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; 

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasnya dan merumuskan 

langkah tindak lanjutnya; 

o. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya; 

p. menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Hubungan Masyarakat.. 

( 1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bagian Hurnas dan Protokol menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pembinaan hubungan 

masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 
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(2) Uraian tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta data dan infonnasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kerja clan kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat 

sebagai pedoman dan acuan kerja; 

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan hubungan masyarakat dengan 

lembaga pemerintah dan non pemerintah, media massa, keterangan pers, 

konfrensi pers dan peliputan media massa di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten; 

e. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penyebarluasan informasi dan 

komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 

f menghimpun, mengolah dan melaksanakan penyampaian berita kepada 

masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan clan program yang telah, sedang 

dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan hasil-hasilnya baik 

melalui media massa maupun sarana pemberitaan lainnya; 

g. melaksanakan inventarisasi dan menyelenggarakan pendokumentasian 

bahan-bahan penerbitan dan pemberitaan; 

h. menyiapkan bahan pembinaan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk memperjelas 
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kebijakan, program kerja clan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang clan akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; 

1. memberdayakan kontribusi media massa kepada claerah termasuk 

pemantauan clan pemberclayaan kelompok komunikasi sosial serta lembaga­

lembaga informasi dan komunikasi lainnya; 

J. memberikan pelayanan informasi dan komunikasi kepada lembaga 

pemerintah clan lembaga kemasyarakatan lainnya; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasnya clan 

merumuskan langkah tindak lanjutnya; 

l. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunj uk pemecahan masalahnya; 

m. menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku; 

(2) Uraian tugas Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud diatas, adalah 

sebagai berikut : 

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, 

kebijakan, pedoman clan petunjuk teknis serta data dan informasi 

lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Protokol sebagai 

pedoman dan acuan kerja; 

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis penyelenggaraan urusan keprotokolan di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 
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d. menyiapkan penyelenggaraan upacara-upacara, pelantikan, rapat­

rapat dinas dan pertemuan-pertemuan dinas lainnya yang bersifat 

protokoler di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan; 

e. melaksanakan pembinaan terhadap para ajudan pimpinan; 

f. menyusun konsep pidato pimpinan berdasarkan masukan teknis dari 

masing-masing bidang yang terkait; 

g. melaksanakan pendokumentasian bahan-bahan yang berhubungan 

dengan urusan keprotokolan; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasnya dan 

merumuskan langkah tindak lanjutnya; 

L melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk 

pemecahan masalahnya; 

J. menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku; 

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Tamu dan Perjalanan Dinas 

1) Sub Bagian Tamu clan Perjalanan Dinas mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bagian Humas dan Protokol menyiapkan bahan kebijakan, pedoman 

dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan bidang tamu dan 

perjalanan dinas sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

2) Uraian tugas Sub Bagian Tamu dan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud 

daiatas, adalah sebagai berikut : 
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a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Tamu dan Perjalanan 

Dinas sebagai pedoman dan acuan kerja; 

c) mempersiapkan sekaligus menguruskan SPPD yang meliputi pembiayaan 

transportasi, akomodasi, konsumsi maupun lunsum Bupati, Wakil Bupati, 

para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten baik yang 

bersifat tugas perorangan maupun rombongan keluar daerah, serta 

menghimpun berbagai masalah yang menyangkut pengaturan perjalanan 

dinas keluar daerah maupun kedalam daerah sebagai bahan masukan kepada 

atasan dan untuk dicarikan jalan pemecahannya; 

d) mengadakan konsultasi dan I atau koordinasi dengan instansi terkait 

mengenai pengaturan perjalanan dinas dan menyiapkan tamu-tamu sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

e) menyiapkan penyelenggaraan penerimaan tamu-tamu negara, tamu daerah 

dan tamu perwakilan negara sahabat serta tamu-tamu penting lainnya 

termasuk: mengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu­

tamu; 

f) menyiapkan acara dan mengatur jadwal perjalanan dinas Bupati, Wakil 

Bupati dan Sekretaris Daerah; 

g) mengatur tata cara perjalanan dinas dan menerbitkan Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD) bagi pejabat dan pegawai di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 
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h) mempersiapkan penyambutan clan fasilitas berupa akomoclasi, cendera mata 

serta membuat program kunjungan tamu-tamu selama berada di Kabupaten 

Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan yang 

berlaku; 

i) mengontrol, mengecek dan mengantur persiapan-persiapan dalam rangka 

perencanaan pengaturan dan akomodasi selama tamu berada di daerah; 

j) melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan biclang tugasnya clan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya; 

k) menjabarkan kebijakan atasan sesuai dengan peraturan perunclang­

unclangan yang berlaku; 

2. Inovasi pacla Bagian Humas clan Protokol 

Inovasi yang dikembangkan pada Bagian Humas dan Protokol 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Humas clan Protokol Bpk. 

Ilham Zain, S.Sos., MPA selaku informan yaitu Sistem Administrasi 

Perjalanan Dinas (SAPD) yang selanjutnya lebih dikenal dengan Sistem 

Informasi Surat Perjalanan Dinas (Si Super). 

Berclasarkan katalog Inovasi Pelayanan Publik oleh Kementerian 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014, profil 

mengenai inovasi Si Super adalah sebagai berikut: 

Sistem Administrasi Perjalanan Dinas (SAPD) yang selanjutnya lebih 

dikenal dengan Sistem lnformasi Surat Perjalanan Dinas (Si Super) 

dikembangkan pertama kali oleh Bagian Humas clan Protokol Sekretariat 

Daerah Kabupaten Nunukan. lnisiatif inovasi dilaksanakan pertama kali pada 
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tanggal l Januari 2010 yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas 

kinerja dan akuntabilitas aparatur khususnya pada Sub Bagian Protokol sebagai 

institusi yang mempunyai Tupoksi pengelolaan administrasi perjalanan dinas. 

Inovasi ini diinisiasi oleh Kasubbag Protokol bersama Kepala Bagian Humas 

dan Protokol yang sejak 2011 dengan terbentuknya Sub Bagian Tamu dan 

Perjalanan Dinas berahh pengelolaanya. Deskripsi lengkap inovasi ini dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

Sementara itu menurut katalog Inovasi pada United Nation Public Service 

Award (UNPSA) Tahun 2015, Inovasi pada Bagian Humas dan Protokol 

dideskripsikan sebagai inovasi dibidang pengembangan teknologi informasi dalam 

rangka mempromosikan e-govemment di era informasi saat ini. Latar belakang 

pengembangan inovasi dideskripsikan sebagai berikut: 

"Since the bureaucratic reformation running, the government and 
regional government is charged to apply good and clean governance 
principles. So it should fulfill the better, cleaner, more transparent and 
accountable governance principles. 

One of the aspects in running the goverment that makes people to 
watch closely is about the official trip. This trip, whether in Indonesia or 
overseas is identical with spending country's monetary wastefully. Even the 
Indonesian Monetary Ministry and Finance Auditor stated that the leak in 
country's budget from the official trip gains 40% (wurce: 
bisniskeuangan. kompas. com) 

Some factors that may lead to abuse the official trip: the absence of 
a good trip planning, proof of liability from official trip which is 
manipulated. the absence of monitoring and controlling system, and trip 
management thaJ still proceed manually. " 

Selanjutnya permasalahan internal pada Bagian Humas dan Protokol yang 

melatar belakangi pengembangan inovasi inijuga dijelaskan dalam laporan tersebut 

yaitu: 

42882.pdf



58 

"The problem of official trip's abuse also faced by Nunukan 
government. As a new regency in a remote area, many problems appears: 
less optimalisation of JCT application because human resourse, technology 
and geographical distraction. 

Up to now, most of the government offices and regional 
government still publish warrant of duty and official trip warrant manually. 
Even based on inspectorate's investigation we can find a civil servant do 
the trip without bringing the complete file/document or he only brings a 
blank official trip application. Of course this condition is risky to be abused 

Other problem faced by the department where the application for 
official trip is issued are: the limited time from the document submission 
through document issued until date of departure, lack of reliable employee 
to manage the official trip documents, the difficulty to do the supervision 
toward double budget or the same day in doing the official trip, the 
weakness of report ,\ystem and the high error rate ofmanual work that affect 
in ineffective and inefficient performance. " 

Menjawab berbagai perrnasalahan tersebut, maka inovasi Sistem 

Inforrnasi Perjalanan Dinas pada Bagian Humas dan Protokol dikembangkan untuk 

menjawab permasalahan internal yang ada yang dilakukan sejak 1 Januari 2010 

sebagaimana termuat dalam laporan kegiatan pada UNPSA 2015 sebagai berikut: 

'Answering those problems, start from January 1st 2010 Nunukan 
Government made official trip's control system to minimalize the chance of 
corruption. So that the accountability in doing the official trip can be 
developed " 

Deskripsi inovasi pada Bagian Humas dan Protokol pada Kementerian PAN 

dan RB dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2014 mengalami 

beberapa perubahan kategori inovasi berdasarkan asistensi dari USAID dimana 

pada ajang kompetisi UNPSA 2015 dimana pendekatan layanan mengarah pada 

pengembangan teknologi informasi sebagai basis layanan publik Namun demikian 

secara umum profit inovasi tidak mengalami perubahan secara signifikan. 
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Deskripsi inovasi Bagian Humas dan Protokol pada UNPSA 2015 dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

Si Super pada Bagian Humas dan Protokol dideskripsikan sebagai suatu 

sistem yang dikembangkan untuk menyelenggarakan pelayanan administasi 

perjalanan dinas bagi pejabat dan pegawai negeri sipil dilingkungan Sekretariat 

Daerah dan kepala SKPD di Kabupaten Nunukan. 

Si Super dijalanka.n dengan berbasis pada MySQL, dimana jika pada 

awalnya secara umum surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas 

diterbitkan secara manual, maka melalui sistem ini penerbitan kedua dokumen 

tersebut dilakukan secara terpadu, sehingga unsur tertib administrasi, pengendalian 

dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan tentang perjalanan dinas dapat secara 

integral dilaksanakan. 

Si Super ini meliputi 4 tahapan yaitu : 

1) Verifikasi berkas pengajuan/permohonan perjalanan dinas (telaahan stat) 

atau permohonan informasi perjalanan dinas. 

Berkas pengajuan/permohonan perjalanan dinas dibuat secra tertulis dengan 

mencantumkan maksud perjalanan, tujuan, lama perjalanan, waktu, tempat, 

nama pejabat/PNS, dan anggaran. Verifikasi dilakukan langsung oleh 

operator system dengan arahan atasan langsungnya. Sedangkan 

permohonan informasi tentang perjalanan dinas, dapat disampaikan secara 

langsung kepada operator baik secara lisan maupun tulisan. 
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2) Input data 

Pengajuan/permohonan perjalanan dinas yang telah diverifikasi selanjutnya 

diinput dalam system, dimana setiap pejabat dan PNS telah memiliki 

identitas tersendiri. Untuk menghindari adanya kesalahan identitas, maka 

Nama dan NIP PNS bersangkutan telah dikunci melalui system sehingga 

menghindari adanya duplikasi. 

3) Print out dokumen dan pemberkasan 

Surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang telah selesai 

selanjutnya di print out untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Unit 

pelayanan dalam hal ini akan menyimpan I berkas print out sebagai arsip 

manual, disamping arsip elektronik yang ada dalam system tersebut. 

4) Pelaporan. 

Pelaporan tentang perjalanan dinas dilakukan setiap awal bulan berikutnya 

yang disampaikan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektorat, DPKAD 

dan Bagian Organisasi. 

B. Hasil Penelitian 

1. Latar Belakang Pengembangan Inovasi. 

Dari hasil wawancara dengan informan kunci dan kuisioner pada Staf 

Bagian Humas dan Protokol sebagai institusi yang mengembangkan Inovasi 

pada organisasi publik melalui pengembangan inovasi Si Super, maka latar 

belakang pengembangan inovasi Si Super pada Bagian Humas dan Protokol 

dapat diidentifikasi dalam beberapa masalah penting yaitu : 
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a. Pengelolaan administrasi penerbitan dokumen perjalanan dinas yang 

belum optimal. 

Sebelum inovasi Si Super diterapkan pada tahun 2010, pengelolaan 

administrasi perjalanan dinas dilaksanakan oleh Sub Bagian Protokol 

secara konvensional. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, 

beberapa pennasalahan yang terjadi terkait administrasi yaitu sistem 

registrasi yang tidak baik, banyaknya dokwnen perjalanan dinas yang 

tidak lengkap, dan dokumen yang tidak tersimpan dengan baik. 

b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

Bagian Humas dan Protokol sebagai Bagian dari Sekretariat Daerah 

Kabupaten Nunukan merupakan Bagian yang memiliki tupoksi 

pengelolaan perjalanan dinas rutin bagi staf dan pimpinan dilingkungan 

Sekretariat Daerah. Sebelum inovasi diterapkan dan sepanjang penerapan 

sistem Si Super, masalah pegelolaan keuangan menjadi faktor utama yang 

melatar belakangi pengembangan inovasi, baik dalam penyusunan 

kerangka awal dan konsep inovasi maupun pengembangan fitur-fitur 

tambahan aplikasi untuk merespon permasalahan pengelolaan keuangan 

yang ada. 

c. Keterbatasan Sumberdaya Manusia. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan perjalanan dinas pada Bagian 

Humas dan Protokol yang dilaksanakan oleh satu orang petugas 

pelayanan, satu orang supervisor sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan, dan satu orang bendahara pengeluaran. Jumlah dokumen 

perjalanan yang mencapai 2.086 perjalanan, turun menjadi 1.490 
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perjalanan pacla tahun 2010, tahun 2011 sebanyak 1.612 perjalanan, 2012 

sebanyak l. 819 perjalanan dan 2013 sebanyak 2.236 perjalanan, maka 

pengelolaan perjalanan dinas secara konvensional akan sangat 

memberatkan bagi petugas pelayanan. 

d. Belum aclanya tata laksana I pedoman perjalanan dinas yang baik. 

Sejak tahun 2009 sebelum inovasi dikembangkan, Pemerintah Kabupaten 

Nunukan belum memiliki pedoman pelaksanaan perjalanan dinas. 

Kebijakan mengenai pengelolaan perjalanan dinas baru mulai diusulkan 

pada tahun 2011 dan baru selesai dibahas dan disahkan melalui Peraturan 

Bupati Nunukan Nomor 7 tahun 2014. 

e. Keterbatasan sarana dan prasarana. 

Menurut Kepala Bagian Humas clan Protokol, keterbatasan sarana dan 

prasarana yang dimiliki khususnya perlengkapan clan peralatan kantor 

pada saat pemekaran Sub Bagian Humas clan Protokol pada Bagian Umum 

Sekretariat Daerah menjadi Bagian Humas clan Protokol telah mendorong 

aclanya inisiatif pengembangan inovasi ini. 

Berpisahnya kelembagaan Humas clan Protokol yang sebelumnya clalam 

bentuk Sub Bagian Humas dan Protokol pacla Bagian Umum untuk selanjutnya 

berdasarkan Percla Nomor 18 Tahun 2010 menjadi Bagian Humas dan Protokoljuga 

mengakibatkan pembagian tupoksi yang lebih jelas terutama clalam pengelolaan 

perjalanan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah clan penerbitan dokumen 

perjalanan dinas, yang pacla praktiknya masih ditemui berbagai permasalahan. Hal 
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ini juga mendorong adanya motivasi Bagian Humas dan Protokol sebagai lembaga 

baru untuk melakukan pembenahan. 

2. Stakeholder yang terlibat. 

Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan Inovasi Si Super yaitu: 

a. Bupati, berwenang memberikan persetujuan pelaksanaan program 

dan anggaran serta pengesahan Tim Pengembangan melalui SK 

Bupati. 

b. Sekda, selaku PA, menjadi pengarah dalam proses pengembangan 

inovasi dan memberikan masukan kepada Bupati dalam persetujuan 

pelaksanaan program. 

c. Asisten administrasi, menjadi fasilitator koordinasi antar SKPD 

sekaligus pengarah program. 

d. Kabag Humas dan Potokol, selaku penanggung jawab kegiatan. 

e. Kabag Organisasi, memberikan masukan terhadap tata naskah dan 

tata laksana inovasi dalam birokrasi. 

f. Kepala SKPD selaku user memberikan masukan dan 

mengimplementasikan aplikasi pada SPKD yang dipimpinnya. 

g. Kasubbag Protokol selaku pelaksana kegiatan bertanggung jawab 

merancang, menerapkan dan memberikan pendampingan 

pelaksanaan dan proses pengembangan inovasi. 

h. Kasubbag Keuangan Setda memberikan masukan tentang 

akuntabilitas keuangan. 
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l. lnspektorat melakukan pengawasan intern terhadap program kerja 

yang dilaksanakan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan 

kegiatan. 

J. StafHumas dan Protokol sebagai pelaksana kegiatan 

k. Praktisi IT menjadi mitra pengembangan aplikasi melalui perjanjian 

kerjasama pihak ketiga. 

Dari basil penelitian diperoleh informasi bahwa inisiatif 

pengembangan inovasi pada Bagian Humas dan Protokol berasal dari 

pejabat Kepala Subbag Protokol pada tahun 2009 yang membidangi tugas 

pokok dan fungsi pelayanan dokumen perjalanan dinas, untuk selanjutnya 

bersama stakehoder lainnya berkolaborasi dalam proses 

pengembangannya. 

3. Strategi Penerapan. 

Pengembangan sistem pengendalian perjalanan dinas bagi pejabat di 

Kabupaten Nunukar. dimaksudkan untuk menata administrasi perjalanan 

dinas khususnya proses pengajuan dokumen perjalanan dinas serta tuntutan 

transparansi dari diberlakukannya good and clean governance. Masih 

banyak temuan dari Inspektorat terkait penyelewengan pelaksanaan 

perjalanan dinas dari tahun ke tahun, semakin memperkuat tekad untuk 

segera menerapkan inovasi ini. 

Fokus inovasi ditujukan pada perubahan tata cara penerbitan dari 

manual menjadi penerbitan dokumen secara integratif memanfaatkan 
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aplikasi teknologi infomasi dan telekomunikasi. Pengembangan system 

diarahkan pada penataan standar pelayanan dan prosedur permohonan 

dokumen perjalanan dinas, dengan meminimalisir peluang terjadinya 

perjalanan dinas dobel anggaran dan perjalanan dinas yang tidak dilengkapi 

dokumen yang sah. 

Strategi yang ditempuh dalam pengembangan inovasi Si Super yaitu: 

a. Pada tahap awal yaitu mengidentifikasi titik-titik masalah yang menjadi 

sumber adanya penyelewengan pelaksananaan perjalanan dinas, yaitu 

pada proses pengajuan dokumen dan bagaimana seorang pejabat/PNS 

mendapatkan dokumen perjalanan dinas. Pada tahap ini disimpulkan 

bahwa selama ini formulir dokumen perjalanan dinas tersedia secara 

bebas disetiap unit kerja. Disisi lain, standar operasional prosedur yang 

ada masih memperbolehkan pelaksanaan perjalanan dinas yang 

mendahului sebelum dokumen diterbitkan/disetujui secara tertulis oleh 

pimpinan. Oleh karena itu langkah yang diambil pertama kali yaitu 

meniadakan seluruh fonnulir dokumen perjalanan dinas disetiap unit 

kerja, menjadi satu pintu melalui Bagian Humas dan Protokol. 

b. Tahap kedua yaitu memperbaiki standar pelayanan dan SOP pada 

subbag Protokol pada Bagian Humas dan Protokol selaku unit kerja 

yang berwenang menerbitkan dokumen perjalanan dinas, dengan 

meningkatkan SDM aparatur melalui pelatihan serta mengubah tata 

cara penerbitan dokumen perjalanan dinas secara manual dengan 

penerapan aplikasi Sistem Administrasi Surat perjalanan Dinas sejak 1 

Januari 2010. Layanan dokumen dipermudah dengan menerapkan 
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standar layanan 3 menit perdokumen, dan layanan diluar jam kerja (24 

jam per hari, 7 hari perminggu, termasuk hari libur), sehingga 

pengajuan dokumen perjalanan dapat dilakukan kapan saja. 

c. Ketiga, secara bersamaan penerapan aplikasi sistem administrasi 

perjalananjuga membangun sistem pengendalian perjalanan dinas bagi 

setiap pejabat/PNS yang mengajukan perjalanan dinas dengan melihat 

riwayat perjalanan dinas yang telah dilakukan serta penganggaran yang 

digunakan. Dengan demikian, maka tidak terjadi lagi dobel anggaran. 

Catatan perjalanan dinas setiap pejabat/PNS juga dituangkan dalam 

laporan berkala dengan memuat secara rinci informasi tentang 

perjalanan dinas yang bersangkutan. Data tersebut digunakan sebagai 

bahan evluasi oleh Bupati/Sekda untuk menentukan efektifitas dan 

efesiensi, output serta kinerja dari pejabat/PNS bersangkutan. 

d. Keempat yaitu pelaksanaan laporan secara berkala serta ketersediaan 

arsip elektronik dimanfaatkan untuk memudahkan proses pemeriksaan 

oleh Inspektorat dan bahan kroscek pelaporan oleh unit kerja yang 

bersangkutan tentang perjalanan dinas. 

Strategi dan pengorganisasian pelaksanaan system administrasi perjalanan 

dinas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Usulan ide pengembangan program disampaikan kepada pimpinan secara 

berjenjang melalui Asisten Administrasi, Sekretaris Daerah dan selanjutnya 

persetujuan Bupati melalui rapat pimpinan. 

b. Usulan program dan kegiatan yang disetujui selanjutnya dibuatkan Kerangka 

Acuan Kerja dan Anggaran Biaya 
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c. Ide gagasan kemudian didiskusikan dengan Programer Komputer I IT untuk 

dirancang aplikasinya. Proses mendesain system dilaksanakan oleh pihak 

ketiga, dengan arahan metode I mekanisme kerja oleh Bagian Humas dan 

Protokol. Anggaran dimasukkan dalam Anggaran Belanja Bagian Humas dan 

Protokol Tahun 2010 dan berlanjut hingga saat ini. 

d. Desain system selanjutnya diperiksa oleh Bagian Organisasi berkenaan dengan 

tata naskah disesuaikan dengan tata naskah dinas. 

e. System selesai dibangun dan mulai dijalankan secara resmi per 1januari2010 

f. Dilakukan updating terhadap data base sesuai kebutuhan, seperti pada saat 

adanya mutasi jabatan, pergantian tahun dan dilakukan secara berkala setiap 

bulannya. 

g. Setiap tahun dilakukan pengembangan system, disesuaikan dengan kebutuhan 

dan peraturan yang berlaku, seperti perubahan pejabat penanda tangan pada 

formulir SPPD, penambahan beberapa fitur dan sebagainya. Pada tahun 201 l 

dilakukan penambahan fitur pengendalian tempat tujuan, pada tahun 2012 

dilakukan perbaikan template, fitur edit dan filter data serta fitur pengendalian 

pencarian nama, tahun 2013 untuk penyesuaian tata naskah SPPD. 

Pengembangan system untuk 2014-2015 yaitu proses pengintegrasian sistem 

secara online, dan pengintegrasian sistem dengan beberapa aplikasi e-gov I e­

office sistem absensi fingerprint serta pembuatan software untuk kebutuhan 

replikasi bagi Unit kerja ataupun instansi lainnya. 
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4. Mobilisasi Sumberdaya 

Secara umum, surnberdaya yang digunakan dalam pengembangan 

inovasi pada Bagian Humas dan Protokol terbagi atas 3 ( tiga) bagian, yaitu: 

a. Sumberdaya Manusia, dimana Pengoperasian system perjalanan dinas ini 

mempersyaratkan seorang staf yang menguasai ITK dan dapat dilatih 

menggunakan system ini dalam waktu yang relatif singkat dan mudah, 

seorang programmer atau mempunyai keahlian IT dibutuhkan sebagai staf 

yang rnengelola data base dan perneliharaan system. Satu orang supervisor 

yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pengelolaan system termasuk memberikan supervisi terhadap verifikasi 

berkas permohonan perjalanan yang diajukan. 

b. Pendanaan Anggaran pengernbangan system adrniniatrasi perjalanan dinas 

pada awal pelaksanaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

termasuk pengadaan software dan hardware, bersumber dari Pemerintah 

Kabupaten Nunukan. Anggaran pemeliharaan dan up grade system 

dianggarkan setiap tahunnya sesuai kebutuhan dengan kisaran anggaran Rp. 

20.000.000,- (dua puluhjuta) per tahun. 

c. Sarana dan Prasarana, dimana Bagian Humas dan Protokol menggunakan 

peralatan yang tersedia dan melakukan pengadaan beberapa peralatan baru 

terutama yang berkaitan dengan perangkat teknologi informasi dan 

kornunikasi. Peralatan utarna yang digunakan yaitu server, perangkat 

komputer, printer, software Si Super, Banner. 
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5. Hambatan yang dihadapi dan strategi mengatasi masalah. 

Beberapa kendala utama yang ditemui dan solusi dalam penerapan 

sistem ini adalah: 

a. Keterbatasan SDM yang memahami pemanfaatan dan pengembangan 

Teknologi informasi dan komunikasi khususnya pemrograman, sehingga 

pengembangan sistem melibatkan pihak ke tiga/konsultan untuk 

pendampingan pengembangan sistem. 

b. Penerapan sistem secara luas kepada seluruh SK.PD masih menemm 

hambatan mengingat urusan perjalanan dinas merupkan ranah internal 

organisasi SKPD, sehingga fokus reformasi birokrasi dan layanan publik 

masih fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Pembenahan internal 

organisasi masih belum mendapat prioritas. Untuk itu, melalui penerapan 

pakta integritas dan pengembangan area bebas korupsi menjadi pendorong 

penerapan sis tern ini. 

6. Hasil dan manfaat bagi organisasi 

Beberapa hasil penting dari penerapan inovasi Si Super pada Bagian Humas 

dan Protokol antara lain : 

a. Perubahan sistem penerbitan dokumen perjalanan secara manual menjadi 

aplikasi terkomputerisasi yang integratif. 

b. Tersedianya layanan pengendalian perjalanan dinas berupa sistem 

peringatan bagi pejabat/PNS yang melaksanakan perjalanan yang tidak 

sesuai prosedur sehingga menyebabkan menurunnya jumlah temuan 
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inspektorat terkait manipulasi data perjalanan dinas sejak sistem 

diberlakukan. 

c. Tersedianya sistem pelaporan berkala yang cepat, mudah dan akurat kepada 

unsur pimpinan (Bupati dan Sekda serta Inspektorat) yang memudahkan 

dalam pengambilan kebijakan pengendalian perjalanan dinas yang efektif 

dan efesien. 

d. Tersedianya ars1p elektronik yang memudahkan proses adminitrasi 

perkantoran dan bahan pemeriksaan, sekaligus mengubah budaya kerja 

menjadi lebih efektif dan efesien melalui penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi. Penyimpanan arsip secara elektronik yang tidak 

membutuhkan ruang juga menjadikan ruang kerja/kantor menjadi lebih 

optimal dan tidak kumuh. 

Sedangkan manfaat dan dampak dari penerapan inovasi Si Super 

sebagaimana tercantum dalam Laporan Perkembangan Si Super yang diajukan ke 

Kompetisi Inovasi pelayanan Publik Kernen PAN dan RB Tahun 2014 dan United 

Nation Public Service Award 2015 yaitu: 

a. Adanya penurunan jumlah formulir dokumen perjalanan dinas yang 

disalahgunakan dari kisaran 13% pada tahun 2009 menjadi 0% (penggunaan 

SPPD kosong nihil). Artinya seluruh pejabat/PNS dilingkungan Sekretariat 

Daerah dan Kepala SKPD hanya bisa melaksanakan perjalanan dinas apabila 

telah diterbitkan dokumen perjalanan dinas dengan lengkap. Hasil audit 

Inspektorat melalui uji petik menunjukkan temuan perjalanan dinas yang 

diindikasikan fiktif pada tahun 2009 sebanyak 13 kasus, dan turun menjadi 4 
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kasus pada tahun 2010, 2 kasus pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 tidak 

ditemukan lagi (0 kasus). Sedangkan perjalanan dinas yang tidak sesuai 

perencanaan, sesuai uji petik Audit lnspektorat pada tahun 2009 diindikasikan 

sebesar 3%, dan menjadi turun menjadi 0% sejak 2010-2013 sejak sistem 

pengendalian ini diterapkan. 

b. Efektifitas dan Efesiensi serta akuntabilitas penggunaan anggaran perjalanan 

dinas yang makin terukur. 

l) Sebelum penerapan system, realisasi biaya perjalanan dinas tahun 2009 

mencapai 11,41 milyar rupiah, dan setelah diberlakukan sistem, 

penyerapan anggaran tahun 2010 hanya mencapai 7,12 Milyar atau terjadi 

penghematan hingga 37,4%. Nilai tersebut jika dikaitkan dengan temuan 

Inspektorat pada Tahun 2009 sebagaimana kasus pada point 1 diatas maka 

diindikasikan sebagai penyimpangan pengelolaan perjalanan dinas. 

2) Angka penyerapan anggaran perjalanan dinas juga relatif stabil dan 

sebanding dengan peningkatan jumlah perjalanan dan kenaikan indek 

biaya perjalanan yang berkisar 5-10% per tahun. Penyerapan anggaran 

perjalanan tahun 2011 sebesar 8,03 milyar, 2012 sebesar 11,67 milyar dan 

2013 sebesar 10,4 milyar. Angka ini masih relatifbaik dibanding realisasi 

tahun 2009 ketika belum menerapkan sistem. Dengan total biaya 

operasional system sejak 2010-2014 yang hanya mencapai 120 juta rupiah, 

besaran penghematan anggaran perjalanan dinas jika dibanding sebelum 

penerapan system pada tahun 2009 sebesar 11,4 Milyar, maka 

penghematan anggaran diindikasikan mencapai total 8,4 milyar rupiah. 
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c. Adanya kernudahan dalam pengendalian dan pengawasan, terutama untuk 

rnelakukan sinkronisasi data perjalanan dinas dan data absensi pegawai rnelalui 

system pelaporan secara berkala kepada Bagian Organisasi dan Inpektorat. 

Pengendalian jurnlah perjalanan dapat dilihat dari data jurnlah perjalanan yang 

menunjukkan bahwa jumlah perjalanan sebelurn penerapan sistem pada tahun 

2009 mencapai 2.086 perjalanan, turun rnenjadi 1.490 perjalanan pada tahun 

2010, tahun 2011sebanyak1.612 perjalanan, 2012 sebanyak 1.819 perjalanan 

dan 2013 sebanyak 2.236 perjalanan. 

d. Pengembangan dan penambahan fitur pengendalian tempat tujuan danjumlah 

hari perjalanan dinas yang dikembangkan tahun 2011, terbukti menurunkan 

basil temuan melalui uji petik oleh Inspektorat. 

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2009-2012, jumlah temuan 

kelebihan pembayaran akibat perbedaan ternpat dan hari perjalanan untuk 

2009 sebanyak 10 kasus, 2010 sebanyak 11kasus,2011 sebanyak l kasus, 

dan sejak 2012 sudah nihil (0 kasus ). 

2) Pengernbangan sistem pengendalian tempat tujuan Juga terbukti 

menurunkan kasus ternuan kelebihan pembayaran biaya transJX>r 

perjalanan dinas, untuk 2009 sebanyak 61 kasus, tahun 2010 turun menjadi 

17 kasus, 2011 turun menjadi 11 kasus dan pada tahun 2012 menjadi 0 

kasus. 

e. Beralihnya pengelolaan administasi perjalanan dinas secara 

manual/konvensional menjadi pengelolaan secara integratif menggunakan 

sistem aplikasi dan pernanfaatan TIK. 
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f Mendorong kualitas penyelenggaran kegiatan, karena ada bukti validasi dari 

tempat terselenggaranya acara tersebut, sehingga panitia berusaha maksimal 

dalam membuat kegiatan. 

g. Adanya keengganan dari pihak penyelenggara kegiatan apabila dokurnen 

SPPD yang dibawa untuk divalidasi tidak lengkap,sehingga memacu peserta 

untuk melengkapi dokumen perjalanan dinas. 

7. Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system ini dilakukan dengan cara 

pelaporan secara berkala. Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas pada 

bulan bersangkutan, sudah harus dilaporkan pada hari terakhir pada hari kerja 

bulan tersebut atau selambatnya hari pertarna hari kerja pada bulan berikutnya. 

System pengendalian secara harian juga telah dirancang sedemikian 

rupa melalui fitur "filter data"' dan fitur "pencarian nama", sehingga 

pengendalian terhadap perjalanan dinas seseorang dapat secara otomatis 

dilakukan melalui system. 

Untuk mengatasi kendala-kendala penerapan system, maka secara 

berkala dilakukan pembahasan berkenaan bagian-bagian mana yang 

membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan system dengan melibatkan 

operator, masukan dari pengguna layanan melalui aduan serta penyesuaian 

dengan regulasi yang baru. 

Hasil hasil temuan oleh Ispektorat terhadap pelaksanaan perjalanan 

dinas periode sebelurnnya dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan 

fitur sesuai dengan kecenderungan kasus yang dan kelemahan system yang ada. 
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Laporan kepada pimpinan (Bupati, sekda, Asisten clan Inpektorat) yang 

berbentuk keluhan atau kebijkan ditinclak lanjuti dengan mengeluarkan surat 

edaran atau instruksi tentang pelaksanaan perjalanan dinas oleh Bupati atau 

Sekretris Daerah kepacla seluruh SK.PD. 

8. Strategi keberlanjutan 

Si stem ini telah diterapkan sejak I Januari 2010, clan terns berlanjut 

hingga saat ini. Beberapa langkah dilakukan antara lain: 

a. Memasukkan system ini sebagai salah satu program dan kegiatan melalui 

Anggaran Bagian Humas dan protokol Setda Nunukan, yang 

anggarannya dibiayai oleh Pemerintah Nunukan. Untuk Tahun anggaran 

2016, pelaksanaan system ini dimasukkan dalam program clan kegiatan 

pelayanan administrasi umum perkantoran kegiatan penyediaan jasa 

surat menyurat dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima 

juta rupiah). 

b. Sumberdaya yang disiapkan selain anggaran yaitu ketersediaan staf yang 

terlatih melalui Bagian Humas clan Protokol. 

c. Kegiatan perjalanan dinas bagi pejabat/PNS adalah satu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik ditingkap pusat 

maupun daerah. Oleh arena itu, sistem administrasi ini sangat mungkin 

untuk dikembangkan atau direplikasi oleh instansi manapun, baik dengan 

menggunakan aplikasi yang sama atau pengembangan aplikasi yang lain 

yang serupa. 
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d. Beberapa kegiatan diseminasi dan sosialisasi dilakukan melalui beberapa 

kegiatan diantaranya: 

1) Sharing pembelajaran praktik oleh lembaga donor lain. 

2) Bimbingan teknis Perjalanan dinas oleh Pusat Studi Kinerja Daerah 

Jakarta dan Kemendagri dengan melibatkan seluruh SKPD 

3) Penyampaian sosialisasi praktek baik tentang inovasi pelayanan 

publik dgn studi kasus sistem administrasi perjalanan dinas oleh 

Institut Era Indonesia Jakarta kepada beberapa Kabupaten/Kota dan 

Provinsi serta BUMN diantaranya: prov Kaltara, Kab. Memberamo, 

Prov. Kalsel, Badan Otorita Batam. 

4) Menjadi tempat visitasi bagi peserta DIKLA T PIM IV tentang materi 

inovasi pelayanan Publik oleh LAN dan Bandiklat Prov Kaltim. 

e. Untuk pengembangan kedepan, dengan diterapkannya kebijakan e-gov 

atau e-office, saat ini sedang dirumuskan suatu rancangan system dimana 

system administrasi perjalanan dinas ini juga dapat diintegrasikan secara 

on line. Pengembangan dan replikasi kedepan j uga bisa diarahkan kepada 

integrasi system ini dengan system absensi pegawai negeri, system 

pengendalian dan administrasi keuangan serta system pengawasan intern 

pemerintah. 
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C. Pembahasan 

1. Latar Belakang Pengembangan Iinovasi pada Bagian Hurn.as clan Protokol. 

Pengembangan inovasi organisasi Pada Bagian Humas clan 

Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dilatar belakangi oleh 

beberapa faktor yaitu : 

a. Pengelolaan administrasi penerbitan dokumen perjalanan dinas yang 

belum optimal; 

b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan 

c. Keterbatasan Sumberdaya Manusia 

d. Bel um adanya tata laksana I pedoman perjalanan dinas yang baik; 

e. Keterbatasan sarana dan prasarana. 

Permasalahan tersebut merupakan clampak clari belum tertatanya 

kelembagaan secara baik, dimana Bagian Humas dan Protokol sebelumnya 

merupakan Sub Bagian Humas dan Protokol pada Bagian Umum Setda 

Kabupaten Nunukan. Pengembangan kelembagaan Bagian Humas dan 

Protokol telah mendorong institusi yang baru ini untuk memecahkan 

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi ini sebelumnya. 

Meskipun Borin (2001) menyatakan bahwa 70% clari inovasi bukan 

merupakan jawaban atau respon clari krisis, tetapi clalam konteks 

pengembangan inovasi ini, inovasi yang dilahirkan telah menjadi satu jalan 

atau bahkan "breakthrough" untuk mengatasi kemacetan atau kebuntuan 

birokrasi yang berorientasi pacla ketaatan peratutan yang membelenggu, 

sehingga inovasi dapat menjadi pencerahan bagi aparatur pemerintah yang 

mempunyai paradigma barn orientasi pelayanan publik yang lebih baik 
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Kasali (2014), dan inovasi yang dikernbangkan rnerupakan penerapan ide 

yang rnenghasilkan kernajuan yang berharga, Baron (2014). 

Latar belakang perlunya pengernbangan inovasi organisasi pada 

Bagian Hurn.as dan Protokol juga selaras dengan yang dikernukakan 

Mulgan dan Albury (2003 dalam Hardi 2015) yaitu 

a. Pertarna, untuk rnerespon lebih efektif terhadap kebutuhan publik yang 

berubah serta rnembangkitkan harapan. 

b. Kedua, untuk rnengendalikan biaya dan rneningkatkan efisiensi, 

khususnya dalam hal anggaran ketat. 

c. Ketiga, untuk rnernperbaiki penyampaian dan hasil akhir dari jasa 

publik, termasuk mengatasi bidang-bidang di mana kebijakan masa lalu 

sedikit rnembuat kernajuan. 

2. Peran Stakeholder dalam pengernbangan inovasi pada Bagian Hurn.as clan 

ProtokoL 

Stoner ( 1995 dalam Nugraha, 2014) rnenyatakan bahwa stakeholder 

adalah siapapun sekelompok orang yang secara langsung dan tidak 

langsung terpengaruh oleh cara organisasi berusaha dan mencapai tujuan. 

Nugraha (2014) rnembagi stakeholder menjadi dua, yaitu internal 

stakeholder yaitu para pihak clalam lingkup kenclali organisasi clan 

eksternal stakeholder yaitu pihak diluar kendali kewenangan organisasi. 

Dari hasil identifikasi stakeholder yang terlibat clalam 

pengembangan inovasi pada Bagian Humas dan Protokol sebagaimana 

disebutkan pada hasil penelitian, maka stakeholder tersebut clapat dibagi 
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menjadi stakeholder internal yaitu yang berada di lingkup struktur 

organisasi secara hirarkis pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat 

Daerah dan stakeholder eksternal yaitu yang berada diluar lingkup hirarkis 

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah. Menurut Kabag Humas 

dan Protokol, peran stakeholder ini sangat penting dalam pengembangan 

inovasi pada unit yang dipimpinnya. Melalui mekanisme kerjasama dengan 

pihak ketiga dan pola koordinasi dan konsultasi dilingkup pemerintah 

daerah, Bagian Humas dan Protokol telah mampu membangun satu "tim 

kecil" yang secara intens berkomitmen dan fokus pada upaya 

pengembangan inovasi dilingkup organisasinya. 

Pembagian stakeholder internal dan stekeholder eksternal 

pengembangan inovasi pada Bagian Humas dan Protokol berdasarkan 

Nugraha (2014) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Pembagian Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal 
dalam Pengembangan Inovasi Organisasi Pada Bagian Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan 

NO 
STAKEHOLDER 

INTERNAL EKSTERNAL 
1 Sekda Bupati 

2 Asisten Administrasi Kepala SKPD 

3 Kabag Humas dan Protokol Inspektorat 

4 Kasubbag Praktisi IT 

5 StafHumas dan Protokol Kabag Organisasi 

6 Kasubbag Keuangan 
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Dari identifikasi stakeholder tersebut, nampak bahwa Bagi an Humas 

dan Protokol secara dinamis mengelola orgarnsasmya dalam 

pengembangan 
. . 
movas1 dengan mengoptimalkan input luar yang 

diwujudkan dengan keseimbangan peran stakeholder internal dan 

stakeholder eksternalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan 

bahwa perubahan organisasi Bagian Humas dan Protokol sebagai 

organisasi lini tidak semata pada kebutuhan internal, tetapi juga kebutuhan 

eksternal atas peran lingkungan strategisnya. 

Jika peran stakeholder internal lebih cenderung pada merumuskan 

masalah, mengenali potensi dan merancang serta melaksanakan inovasi, 

maka peranan stakeholder eksternal setidaknya mencakup 5 aspek. Barton 

(2014) mengidentifikasi peranan stakeholder eksternal baik termasuk 

maupun tanpa Zero-Gravity Thinker atau selanjutnya disebut stakeholder 

latent yaitu : 

a. Kategori proses dengan peran mengajar, dimana stakeholder eksternal 

memberikan input knowledge kepada karyawan dan organisasi tentang 

suatu yang kreatif dan baru. Pada peranan ini, stakeholder eksternal 

memberikan masukan bagi stafHumas dan Protokol untuk mempunyai 

kemampuan berinovasi dengan memperbaiki praktek manajemen, 

kemampuan kreatif, budaya kerja dan hal-hal yang bersifat kemampuan 

individu dalam organisasi. 

b. Kategori proses dengan peran memfasilitasi, dimana stakeholder 

eksternal berperan membimbing staf Bagian Humas dan Protokol 

melewati seluruh tahapan proses pengembangan inovasi, bagaimana 
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mengatasi masalah yang timbul pada proses yang berjalan, memandu 

curah pendapat dan memfaslitasi setiap individu berperan secara 

optimal dalam proses pengembangan inovasi. 

c. Kategori isi dengan peran pemberi informasi. Jika pada satu sisi 

stakeholder ekstemal berperan mengajarkan materi tertentu pad.a stat: 

maka peran pemberi informasi ini memberikan ruang penyediaan 

inforrnasi yang dibutuhkan oleh individu dan organisasi, dan 

menyerahkan keputusan pada organisasi sebagai mitra kerjanya. 

Dengan memberikan informasi yang berimbang, maka hubungan antar 

stakeholder akan semakin baik dan organisasi juga tidak sepenuhnya 

dikendalikan oleh input dari luar dalam pengambilan keputusannya. 

d. Kategori isi dengan peran sebagai mitra kolaborasi. Melihat dari latar 

belakang masalah dimana sumberdaya manusia masih menjadi alasan 

sebagian besar organisasi publik kurang kompetitif, maka salah satu 

pola hubungan peran stakeholder dalam pengembangan inovasi yang 

mencatatkan keberhasilan di beberapa daerah diwujudkan dengan 

mekanisme kolaborasi antar pihak. Haros dipahami bahwa sebagai 

organisasi publik, maka peran kolaborasi sangat dibutuhkan mengingat 

tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh organisasi publik 

menyangkut kepentingan banyak pihak. Peran ini nampaknya menjadi 

fokus dari apa yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol 

sebagaimana dikemukakan oleh Kabag Humas dan Protokol yang 

diperkuat oleh statement dari Kasubbag Protokol, bahwa salah satu 
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kunci sukses pengembangan inovasi Si Super karena terpeliharanya 

pola hubungan kolaborasi yang baik dengan semua pihak 

e. Kategori isi dengan peran turut melakukan. Dalam beberapa hal, 

stimulan diperlukan oleh stakeholder defenders untuk berperan secara 

optimal. Meskipun sangat jarang dilakukan, tetapi pada tahapan awal, 

peranan ini sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan diri 

sekaligus sebagai tahapan transfer knowledge. 

Selanjutnya, berdasarkan minat (interest) dan pengaruhnya 

(influence) dari masing-masing stakeholder, maka berdasarkan analisa Net 

Map oleh Eva Schiffer (dalam Bandiklat DIY, 2013), peta minat dan 

pengaruh stakeholder pengembangan inovasi Organisasi pada Bagian 

Humas dan protokol dapat digambark:an sebagai berikut: 

(Latents) Promotors 

Interest 

Influence 

Gambar 4.2 Peta Minat dan Pengaruh Stakeholder dalam Pengembangan 
lnovasi Pada Bagian Humas dan Protokol Setda Nunukan 
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Dari gambar tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa stakeholder dalam 

pengembangan inovasi pada Bagian Humas dan Protokol terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu 

a) Stakeholder Promotors, yaitu stakeholder yang mempunyai minat tinggi 

untuk berperan serta dalam pengembangan inovasi dan mempunyai pengaruh 

yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi inovasi tersebut. 

b) Stakeholder Defenders, yaitu stakeholder yang mempunyai minat yang tinggi 

untuk terlibat dalam pengembangan inovasi, tetapi mempunyai pengaruh yang 

rendah terhadap keberhasilan implementasi inovasi tersebut. Dalam hal ini, 

stakeholder Defenders lebih berperan sebagai user/pemakai dari inovasi yang 

dihasilkan atau perannya dapat disubstitusi oleh stakeholder yang lain. 

Dari identifikasi stakeholder yang ada, maka pengebangan inovasi pada 

Bagian Humas dan Protokol juga tidak mempunyai stakeholder yang terkait 

langsung dalam proses pengembangan inovasi yang termasuk dalam kategori 

stakeholder Latent yaitu stakeholder yang tidak mempunyai minat berperan serta 

dalam pengembangan tetapi mempunyai pengaruh kuat dalam proses implementasi 

sehingga berpotensi menjadi hambatan pengembangan inovasi. Demikian juga 

tidak terdapat stakeholder Apatis (Aphatetics) yang tidak mempunyai minat dan 

pengaruhnya rendah terhadap pengembangan inovasi. Hal ini dapat dipahami 

mengingat posisi Bagian Humas dan Protokol sebagai organiasi Stafyang berperan 

mendukung pelayanan publik, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan 

masyarakat yang pada umumnya berperan sebagai Stakeholder Latent. 

Dari peta minat dan pengaruh stakeholder dalam pengembangan inovasi ini 

juga dapat memberikan gambaran/pandangan terhadap Fungsi Tugas, Inovasi dan 
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Kaizen (Ibrahim, 2014). Imai (2001, clalam Ibrahim, 2014) menyatakan bahwa 

pandangan terhadap Fungsi Tugas, Inovasi clan Konsep Manajemen Kaizen oleh 

tingkatan stakeholder clapat digambarkan sebagai berikut: 

lnovasi Perbaikan Manajemen Puncak 

Kaizen Manajemen Madya 

Pengawas (Supervisi) 

Kary a wan. 

Gambar 4.3 Pandangan Terhadap Fungsi Tugas, Inovasi dan Kaizen oleh 
tingkatan Stakeholder clalam Organisasi 

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam satu organisasi termasuk 

organisasi publik sesungguhnya terclapat perbedaan porsi peran clan fungsi 

tingkatan manajemen (stakeholder) clalam upaya Perbaikan terhaclap layanan atau 

produk yang dihasilkan dengan upaya Pemeliharaan yang dilakukan. Imai ( 1999 

dalam Ibrahim, 2014) menyatakan bahwa esensi Kaizen adalah perbaikan kualitas 

langsung ditempat kerja. Dalam konteks ini, maka inovasi memegang peranan yang 

tertinggi dalam upaya perbaikan organisasi. Selaras dengan hal tersebut, maka 

fungsi clan tugas stakeholder dijajaran manajemen puncak memegang peranan yang 

lebih besar clalam pengembangan inovasi. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka peran tingkatan manajemen yang 

memiliki inisiatif inovasi lahir dari jajaran manajemen madya hingga karyawan 

yaitu clari Kasubbag Protokol, meskipun pengambilan kebijakan dilakukan secara 

hierarkis clari tingkatan manajemen puncak, yaitu Asisten, Sekda dan Bupati. Hal 

ini menunjukkan bahwa 50% inovasi disektor publik merupakan inisiatif dari front 
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line staff dan manager tingkat menengah (middle manager) (Borin, 2001 ). 

Transformasi inovasi dari tingkatan menengah kebawah ini juga dijelaskan oleh 

Jaweng (2015) sebagai fenomena transformasi kekuatan publik dimana terjadi 

pergeseran dari Superman (Pimpinan tertinggi) yang cenderung feodal, statis dan 

kurang responsif terhadap perubahan kepada kekuatan para Champion yang 

merupakan minoritas pengambil kebijakan tetapi responsif terhadap perubahan, 

yang menjadi kekuatan utama dalam pengembangan inovasi disektor publik. 

Pola hubungan antar stakeholder dalam pengembangan inovasi organisasi 

pada Bagian Humas dan Protokol dapat diidentifikasi menjadi beberapa pola, yaitu: 

a) Hubungan Hierarkis, yaitu hubungan secara berjenjang dalam struktur 

birokrasi. Hubungan ini mencakup aspek tata hubungan birokrasi antara 

masing-rnasing level manajemen dan bersifat mutlak. 

b) Hubungan koordinasi, dimana 
. . 

masmg-masmg stakeholder menjalin 

komunikasi dan koordinasi secara timbal batik yang setara dalam proses 

pengernbangan inovasi. 

c) Hubungan supervisi, yaitu pola hubungan saling memberikan masukan yang 

terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder. 

d) Hubungan audit/pengawasan intern, yaitu pelaksanaan kewenangan oleh 

aparatur pengawasan intern pemerintah terhadap seluruh program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah. 

Secara lebih jelas, pola hubungan antar stakeholder pengembangan inovasi 

Si Super pada Bagian Humas dan Protokol dapat dilihat pada gambar berikut: 
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I I Sekda/ Asisten 

KABAG HUMPRO 

I 
I 

[~-Ka-SKP-D ____ }--/ 

INOVATOR 

SI SUPER 

I 

/ I : I 
I I 

' ' ,/ I 
, / I 

, / I 

, ,' I 

, : I 
: I 

I 

I 
I 

' 

( lnspektorat ) Kabag Organisasi 

Keterangan : Hierarki 
Koordinasi 
Supervisi 
Audit 

' 

KASUBAG 

STAFHUMPRO 

' ' ( Kasubag Keu ) 

Gambar 4.4 Pola Hubungan antar Stakeholder Pengembangan 
Inovasi Organisasi Pada Bagian Humas dan protokol. 

85 

Dari gambar pola hubungan antar stakeholder di atas, dapat kita lihat bahwa 

inovator (dalam hal ini juga merangkap sebagai Kasubbag Protokol berkolaborasi 

dengan praktisi IT) sebagai simpul pengembangan inovasi, secara hierarkis dalam 

pengambilan keputusan masih tetap mengikti jalur birokkrasi yang ada. Dalam 

pengambilan keputusan, inovator berperan sebagai penghimpun clan perumus 

semua informasi yang ada, untuk selanjutnya secara operasional membuat 

kesimpulan atau konsep-konsep sementara terhadap desain inovasi atas supervisi 

clan jalur koordinasi dari stakeholder ekstemal. Pengambilan keputusan ini 
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menggambarkan bahwa ada batasan pengetahuan pengambil keputusan tetapi 

keputusan yang diambil diupayakan merupakan pilihan terbaik sehingga tidak 

menggambarkan keterbatasan intelektualnya sesuai dengan Model Camiege 

(Wilfridus, 2009). Dalam posisi ini, maka inovator dapat berperan sebagai 

pemimpin perubahan yang mempunyai peran melakukan mapping terhadap semua 

input dan output inovasi (Kasali, 2014 ). 

Dari peta hubungan stakeholder tersebut, terlihat bahwa keberhasilan 

pengembangan inovasi organisasi publik pada Bagian Humas dan Protokol juga 

terlihat dari peran penting inovator yang merupakan bagian dari level manajemen 

madya sebagai inisiator dan simpul dari empat aspek penting keberhasilan inovasi 

(Borin, 2001 dalam Spicer 2014). Menurut Survey Keterampilan Kritis oleh 

Asosiasi Manajemen Amerika 2010 sebagaimana dikutip oleh Prince (2013), ada 

empat kunci keberhasilan inovasi dalam manajemen krisis yaitu: 

a) Kritis dalam berpikir dan memecahkan masalah, dimana inovator memiliki 

kemampuan untuk berbuat dan membuat keputusan, memecahkan masalah dan 

mengambil tindakan yang tepat. 

Hal ini dapat kita lihat dari peran inovator dalam proses pengajuan konsep 

inovasi Si Super, bagaimana inovator memecahkan permasalahan perjalanan 

dinas yang dihadapi sejak terbentuknya Humas dan Protokol pada Tahun 2008, 

untuk selanjutnya melakukan analisa masalah dan merumuskan konsep inovasi 

dan menginisiasi inovasi sepanjang tahun 2009 dan memulai implementasi 

sejak I Januari 2010. Keputusan untuk segera mengimplementasikan Si Super 

dalam pengelolaan perjalanan dinas terbukti efektif dari penurunan basil 
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temuan yang diungkap oleh Inspektorat sepanjang pelaksanaan anggaran tahun 

2009 hingga 2013. 

b) Komunikasi, yaitu kemampuan inovator dan Bagian Humas dan Protokol 

untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai stakeholder, sehingga 

pola hubungan hierarki dalam bentuk usulan dan arahan pimpinan, pola 

hubungan koordinasi antar stakeholder, supervisi yang di berikan dan hasil 

audit dapat disaring dan disintesa dalam bentuk ide-ide kreatifbaru, baik secara 

formal dan informal. 

c) Kolaborasi dan Pembangunan Tim, yaitu adanya tim yang efektif dengan 

staf pilihan yang terbatas, dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda 

namun memiliki visi organisasi yang sama. 

d) Kreativitas dan Inovasi, yaitu kemampuan untuk membaca peluang dari 

setiap permasalahan yang dihadapi menjadi satu kreatifitas baru. 

Kedalaman peran stakeholder dalam proses pengembangan inovasi pad.a 

Bagian Humas dan Protokol juga dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan 

sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Dalam analisa Net-Map sebagaimana 

tergambar diatas, pengembangan inovasi masih sangat kental nuansa birokrasinya. 

Hal ini menggambarkan bahwa proses perumusan ide, pengambilan keputusan dan 

implementasi dari ide tersebut masih sangat bergantung dari proses birokrasi yang 

ada. Berkenaan dengan proses perumusan inovasi, Kabag Humas dan Protokol 

selaku key informan menyatakan bahwa : 

"Itu dikerjakan bareng-bareng, sampai sekarang kalau ad.a masalah ya 
dirembugkan lagi. Misal, operator ada kesulitan atau masukan SKPD atau 
rekomendasi Inspektorat, ya ditindaklanjuti, biasanya melalui anggaran 
pemeliharaan trus dikerjakan bersama tim dan IT" 
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Selanjutnya proses pengambilan keputusan dikemukakan sebagai baerikut: 

"Ya memang SPPD ini kan masalah sensitif, tantangannya ya kita sendiri 
mau berubah apa tidak. Sejauh ini kalau anggota saya siap jalan ya jalan 
terns. Pimpinan sangat mendukung kok". 

Senada dengan hal tersebut, Kasubbag Protokol menyatakan bahwa: 

"Sejak 2010, kebetulan saya disini terns, memang bupati dan pak sekda 
sangat mendukung. Cuma ya anggaran terbatas. Makanya baru tahun 
kemaren kita bisa buat yang baru untuk SKPD. Apalagi in kan sudah dapat 
penghargaan dari Menpan,jadi beliau bangga lah dengan inovasi ini" . 

Dilihat dari proses perumusan ide, inisiasi di internal organisasi, dukungan 

staf dan secara kontinyu menjadi program kegiatan organisasi, maka analisis 

kedalaman peran stakeholder dalam pengembangan inovasi organisasi pada Bagian 

Humas dan Protokol dalam tataran konsep top-down innovation dan bottom-up 

innovation dapat kita lihat melalui model innovation culture oleh Barandika dkk 

(2015) sebagai berikut: 

•

Jt>.. 

. .. 
Bott.m-•p Top.down 

INNOVATION 
· t ' CULTURE 

Gambar4.5 
Model Top-down Innovation dan Bottom-up Innovation dalam Innovation 

Culture pada Orgaisasi oleh Barandika dkk (2015). 
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Dari model diatas, maka berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan 

bahwa pada fase awal/inisiasi, konsep inovasi yang ada yaitu bottom-up innovation, 

dimana level staf merumuskan ide dan gagasan untuk mendapat persetujuan 

pimpinan. European Leonardo Da Vinci And Lifelong Learning Programme (2005) 

mendeskripsikan konsep bottom-up innovation sebagai: 

"Bottom-up innovation (BUI) is innovation originating someplace in the 
bowels of the firm. Everyone is welcome to participate in bottom-up 
innovation. B Ul provides the greatest challenges to innovators - those 
people who think d~fferenJly, who mk many questions, who have many 
interests, who are dissatisfied without change, who are considered 
arrogant, who bring a different perspective, who ask "why not" more often 
than "why, "who create problems for first level managers, but who are the 
lifeblood and.future of the firm These are the people who come up with 
ideas and are willing to go through the laborious process of first convincing 
themselves and then convincing several levels of management of the value 
of those ideas ". 

Selanjutnya pada fase implementasi, konsep pengembangan inovasi 

berbentuk top-down innovation. dimana apa yang telah menjadi kebijakan 

pimpinan yaitu Bupati melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 telah 

mengeluaran kebijakan pengelolaan perjalanan dinas, maka pengembangan inovasi 

berpedoman pada kebijakan yang ada. Proses ini menunjukkan bahwa siklus 

budaya inovasi yang terbangun telah berjalan secara sinergis dan berkelanjutan. Hal 

ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh European Leonardo Da Vinci And 

Lifelong Leaming Programme (2005) mendeskripsikan konsep top-down 

innovation sebagai: 

"Top-down innovation (TD/) has the advantage that the people in power 
set the pace - they set the targets and the objectives and provide the funding. 
The implementation is left to the appropriate personnel. 

Such directives leave no doubt as to where the firm will find its future. The 
only limits of top-down innovation are the people resources". 
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Dengan demikian, melihat keseluruhan proses pengembangan inovasi yang 

ada pada Bagian Humas dan Protokol maka kecenderungan inovasi ini berbentuk 

bottom-up innovation, dimana peran strategis keberlangsungan inovasi ada pada 

jajaran menengah ke bawah (Borin, 2001; Camiege, 2009) memegang peranan 

strategis melakukan mapping dan merumuskan breakthrough (Kasali, 2014) dan 

mendorong kekuatan manajeman menengah kebawah dalam pengambilan 

keputusan manajemen diatasnya (Jaweng, 2015) 

3. Strategi dalam Pengembangan lnovasi organisasi pada Bagian Humas dan 

Protokol. 

Draft (1998 dalam Wilfridus, 2009) menyatakan bahwa berdasarkan 

tipenya, inovasi pada organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inovasi 

administrativ dan inovasi teknologi. Jika ditinjau dari jenis inovasi dan output yang 

dihasilkan, maka inovasi organisasi pada Bagian Humas dan Protokol tersebut 

termasuk pada inovasi administrativ dan teknologi dalam bentuk inovasi Produk 

dan Jasa (Baker,2002). 

lnovasi Administrativ dalam proses pengembangan inovasi orgamsas1 

ditandai dengan adanya perubahan kebijakan yang dibuktikan dengan lahimya 

Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Keprotokolan yang mengatur Perjalanan Dinas 

dan Perbup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Jabatan. 

Dalam konteks inovasi administrativ, selanjutnya secara struktur organisasi, 

pengembangan inovasi organisasi yang berfokus pada tugas pelayanan perjalanan 

dinas telah mendorong adanya restrukturisasi Bagian Humas dan Protokol melalui 

Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
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Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, dimana pada Sub Bagian Protokol yang 

semula memiliki tupoksi perjalanan dinas dilakukan pemekaran menjadi Sub 

Bagian Tamu dan Perjalanan Dinas yang secara spesifik mempunyai tupoksi 

pengelolaan perjalanan dinas. Pengembangan inovasi dengan mendorong 

terciptanya struktur organisasi baru dimasukkan dalam kategori inovasi radikal 

(Assink, 2006 dalam Wilfridus, 2009). 

Inovasi Teknologi dalam pengembangan inovasi organisasi dapat dilihat 

dari beberapa ciri, dimana inovasi sesungguhnya dilaksanakan dalam tataran 

operasional dan praktik pelayanan organisasi di level teknis operasional. Metode 

kerja pelayanan administrasi perjalanan dinas yang barn, standar pelayanan yang 

baru dan pengembangan ide-ide baru (Rogers, 1983) merupakan ciri yang 

ditunjukkan dalam pengembangan inovasi teknologi yang dilaksanakan dalam 

proses pengembangan inovasi organisasi( Stephen Robbin, 1994 ). 

Berdasarkan teori pengembangan inovasi oleh Zaltman, Duncan dan Holbek 

(1973), maka tahapan proses inovasi Organisasi pada Bagian Humas dan Protokol 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

a. Tahap permulaan (inisiasi). 

Tabel 4.2 Tahapan dan Identifikasi Stakeholder pada Tahap Permulaan dalam 
Pengembangan Inovasi Si Super Pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Kabu aten Nunukan berdasarkan Teori Taha n Inovasi Zaltman dkk. 

Langkah Pengetahuan Merumuskan permasalahan Kasubbag, 

dan kesadaran pengelolaan perjalanan dinas Staf 

Langkah pembentukan 1. Membuat KAK 

sikap terhadap inovasi 2. Konsultasi dengan praktisi IT 

3. Membangun TIM 

Kasubbag, 

Staf 
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Langkah keputusan l. Menyampaikan telaahan staf Kasubbag, 

kepada pimpinan Kabag, 

2. Pengajuan anggaran Assisten, 

Sekda, 

Bupati 

Pada tahapan permulaan atau inisiasi inovasi sebagaimana tabel diatas, 

dapat kita lihat bahwa ada pembagian yang jelas antara pemegang kewenangan 

secara birokrasi dengan manajemen madya sebagai pelaksana operasional. Dalam 

tahapan ini, Kasubbag dan staf selaku pelaksana operasional berperan dalam 

operasionalisasi konsep inovasi, melakukan identifikasi masalah terhadap apa yang 

benar-benar menjadi masalah dan kebutuhan organisasi yang merupakan tugas 

pokok sehari-hari. Dalam konteks ini, maka inovasi yang akan dirancang benar­

benar menjadi satu terobosan dan metode baru pelaksanaan tugasnya. Disisi yang 

lain, manajemen puncak sebagai pemegang otoritas secara terbuka mendelegasikan 

wewenang dan mendukung konsep inovasi yang telah disusun, sehingga proses 

irnplernentasinya menjadi lebih mudah (Prince, 2013). 

Tahapan permulaan ini secara urnum mencakup aspek bagaimana Bagian 

Hurnas dan Protokol menyarnakan persepsi masalah, menyadari masalah clan 

menangkap peluang yang ada, memahami apa yang menjadi kebutuhan organisasi 

clan menyikapi dengan konsep yang ditawarkan (Milo, 1971 dan Wilson, 1966) 

serta atas kewenangan yang dimiliki mengesahkan konsep untuk menjadi komitmen 

bersama (Robertson, 1971) 
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b. Tahap Implementasi 

Tabet 4.3 Tahapan clan ldentifikasi Stakeholder pada Tahap Implementasi dalam 
Pengembangan Inovasi Si Super Pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan Teori Tahapan Inovasi Zaltman dkk. 

Langkah 

implementasi 

~;~"~~,,~s:~,~~~a~,t~ 
,R'c;:t~~~01;'2;;~f:·ft:'t:~::~~~~~;:,tt,9~hJ,,,'1;'iff' 

awal 2. Merancang sistem 

3. Melakukan ujicoba 

Kasubbag 

Staf 

4. Penerapan sistem pertama kali Praktisi IT 

pada 1jan2010 

5. Melaksanakan pelatihan SDM 

Langkah kelanjutan 1. Melaksanakan monitoring dan Kasubbag 

pembinaan evaluasi Staf 

2. Pelaksanaan audit dan tindak Praktisi IT 

lanjut audit 

3. Pengembangan aplikasi sesua1 

masukan stakeholder dan hasil 

audit 

4. Diseminasi, sosialisasi dan 

replikasi 

Pada tahap implementasi, dapat digambarkan bahwa inovator sebagai 

simpul pelaksanaan inovasi semaksimal mungkin menggunakan sumberdaya yang 

dimiliki beserta instrumen dari stakeholder ekvterna/ berupa masukan, basil 

koordinasi, basil audit oleh inspektorat dan masukan praktisi untuk: 

mengembangkan inovasi yang telah berjalan. Tahapan implementasi ini menjadi 

fase terpenting dari pengembangan inovasi Si Super, dimana fase-fase krusial, 

pengerahan sumberdaya baik sumberdaya aparatur dan pendanaan benar benar 
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dikelola secara baik clan terencana sehingga memastikan pengembangan inovasi Si 

Super terns berlanjut hingga saat ini. Berkenaan dengan hubungan peran penting 

inovator dalam pengembangan organisasi dimana staf Hum.as dan Protokol 

senantiasa berkomitmen meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan, 

Carley and Lee (1998) menyatakan bahwa : 

"High performance organizations are not continually high performers. 
Although on average their performance is higher than low performers they 
are not always succesful. High performers are generally more effective than 
low performers; th<.,ry maintain or improve their performance more often 
than do low performance organization" 

Beberapa fase penting yang dilalui dalam implementasi Si Super sebagai 

inovasi sejak dimulai pertama kali pada tahun 2010 hingga saat ini yaitu: 

1) Pengalokasian anggaran pengembangan secara berkelanjutan dengan 

mencantumkan pengembangan inovasi pada Rencana Strategis Bagian Humas 

dan Protokol dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Tahun. 

2) Melaksanaan pelatihan SDM secara kontinyu berdasarkan pengembangan 

versi software Si Super. 

3) Pengembangan Software Si Super disesuaikan dengan kebutuhan dan 

peraturan yang berlaku, seperti perubahan pejabat penanda tangan pada 

formulir SPPD, penambahan beberapa fitur dan sebagainya. 

Pada tahun 2011 dilakukan penambahan fitur pengendalian tempat tujuan. 

Pada tahun 2012 dilakukan perbaikan template, fitur edit dan filter data serta 

fitur pengendalian pencarian nama. 

Pada tahun 2013 untuk penyesuaian tata naskah SPPD. Pengembangan system 

untuk 2014-2015 dalam proses pengintegrasian sistem secara online, dan 

pengintegrasian sistem dengan beberapa aplikasi e-gov I e-office sistem 
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absensi fingerprint serta pembuatan software untuk kebutuhan replikasi bagi 

Unit kerja ataupun instansi lainnya, serta pada tahun 2016 pelaksanaan 

penggunaan Si Super pada SKPD di Kabupaten Nunukan. 

J ika kita cermati bahwa tahapan pengembangan inovasi pada Bagian Humas 

dan Protokol dilakukan pada kurun waktu yang tepat, fakta menunjukkan bahwa 

Bagian Humas dan Protokol baru berdiri pada 8 Oktober 2008, pada prosesnya 

melakukan analisa masalah dan pengembangan inovasi pada tahun 2009 dan 

memulai inisiatif inovasi pada 1 Januari 2010, maka ketepatan momentum 

melakukan reformasi birokrasi melalui inovasi (Kasali, 2014) sangat berpengaruh 

terhadap kesuksesan pengembangan inovasi ini. Carley and Lee ( 1998) menyatakan 

bahwa '"High and low performing organization d~ffer in the order in which they take 

action to change the organization". Ketepatan momentum dalam pengembangan 

inovasi, ketepatan menentukan strategi pengembangan yang dipilih juga 

diungkapkan oleh Carley and Lee (1998) yaitu: "Organization do not achieve high 

performance simply because they change the most, or choose the right actions, or 

because they are lucky. They are high performers, because they change, choose the 

right actions, and are lucky at the right times" 

Pada fase inilah, nampak bahwa pengembangan inovasi organisasi pada 

Bagian Hurnas dan Protokol telah mendorong dinamisasi pada organisasi tersebut. 

Secara fundamental, pengembangan inovasi pada Bagian Hurnas dan Protokol 

sebagaimana dokumen laporan inovasi, telah melahirkan organization value yang 

menjadikan ciri ciri organisasi yang dinamis (Araujo, 2014). Lebih jelas, Araujo 

(2014) mendeskripsikan 4 fundamental organisasi yaitu: become a Learning 
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Organization, a Disciplined Organization, a Transparent Organization and an 

Intimate Organization. 

Dari fase pengembangan tersebut maka tata kelola pengembangan inovasi 

berdasarlran pada kebutuhan organisasi, masalah organisasi dan berdasarkan input 

luar seperti audit inspektorat sebagaimana hasil penelitian yang telah dikemukakan. 

Tata kelola inovasi organisasi dapat digambarkan dalam diagram siklus inovasi 

sebagai berikut: 

• 

Gambar 4.6 Siklus pengembangan inovasi organisasi Pada Bagian Humas clan 
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan 

Siklus pengembangan inovasi. organisasi sebagaimana gambaran tersebut 

diatas menjadi salah satu ciri organisasi pembelajaran sebagaimana diungkaplran 
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oleh Peter Senge lewat bukunya tentang organisasi pembelajar yang berjudul The 

Fifth Discipline. Menurut Senge ( 1990) organisasi pembelajaran adalah organisasi 

dimana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan 

hasil yang benar-benar mereka inginkan, dimana pola baru dan ekspansi pemikiran 

diasuh, dimana aspirasi kolektif dibebaskan, dan dimana orang terus-menerus 

belajar melihat bersama-sama secara menyeluruh. 

Pandangan Senge selanjutnya menyatakan bahwa manus1a untuk 

meningkatkan kapasitas organisasi dapat ditempuh melalui proses belajar; ... where 

people continually expand their capacity to create the results they truly desire, 

where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective 

ac\piration is set free, and where people are continually learning how to learn 

together. Selanjutnya Senge (1990), memberikan lima saran sebagai sebuah 

komponen tekhnologi mencapai tujuan organisasi pembelajar yaitu; sistem berpikir 

(system thinking), penguasaan pribadi (personal mastery), model mental (mental 

models), penjabaran visi (shared vision), dan tim belajar (team learning). Dengan 

spirit yang sama, Nonaka dalam Garvin ( 1991 ), melihat karakteristik pengetahuan 

yang diciptakan perusahaan adalah tempat dimana penemuan pengetahuan baru 

bukanlah merupakan sebuah aktivitas khusus. Aktivitas ini merupakan bagian dari 

perilaku (way of life). Setiap orang adalah pekerja berpengetahuan (knowledge 

workers). Senada dengan hal tersebut Garvin (1991) menyatakan: "A learning 

organization is an organization skilled at creating, enquiring, and transfering 

knowledge, and modifj;ing behavior to reflect new knowledge and insights". Garvin 

( 1991 ), memberikan pemahaman bahwa ide baru merupakan sesuatu yang esensial 

bagi orgarusas1 dalam menghadapi tantangan dari luar, ia harus 
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mengkomunikasikan pengetahuan di dalam organisasi. Rangkuman Garvin (1991), 

merupakan langkah awal sebuah organisasi guna mentransform pengetahuan ke 

dalam organisasi. 

Garvin ( 1991 ), selanjutnya melihat ada lima aktivitas sebagai kernampuan 

dasar yang harus dirniliki organisasi pembelajar yaitu: pertama, problem solving 

yang sisternatis (systematic problem solving)~ kedua, percobaan (experimentation)~ 

ketiga, belajar dari pengalaman masa Jal~ keempat, belajar dari yang lain (learning 

from others)~ kelima, transfer pengetahuan (transfer of knowledge). 

Sementara itu ANAO (2009, dalam Maidir, 2015) rnenggambarkan siklus 

inovasi sebagai sebuah praktik baik (good practices) sebagai berikut: 

Berp1ktr diluar 
paradigm sekarang 

ldentifikasi kebutuhan, Analisa pilihan-pilihan, 
masalah dan peluang kembangkan solusi 

Pertimbangkan ~.!l~!t 
~!!_a~ dan ~'!!~.: 
!IJe!~. I Kembangkan 
berdasarkan 
~dan I 
~~ 
lk~!R untuk ~!~luJ 
berikutnya 

Susun strategi evaluasi 

Monitor hasll jangka pendek 

Evaluasi hasil jangka panjang 

\ 
Susun str.itegi 
lmplementaSi 

Pertimbangkan transisi­
transisi yang perlu 

Pantau tranSISi yang 
dilakukan 

Gambar 4. 7 Siklus pengembangan inovasi ANAO 

Berdasarkan pernbahasan diatas, maka pengembangan inovasi organisasi 

dalam bentuk inovasi Si Super pada Bagian Humas dan Protokol telah rnemasuki 

fase pengembangan rnenjadi organisasi pembelajaran (learning organization) 

sehingga inovasi yang dikembangkan tidak hanya semata sebagai sebuah program 
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dan kegiatan, tetapi menjadi sebuah gerakan (movement) (Abubakar, 2013 dalam 

Kemenpan RB, 2014 ). Proses inovasi yang terus menerus dalam sebuah sik:lus, 

dikelola, diatur secara berkesinambungan satu sama lain (Badudu, 2015) 

mendorong adanya perubahan organisasi menjadi lebih dinamis sebagaimana 

diungkapkan Gary Hammel (2002 dalam Kemenpan RB, 2014), dimana 

sesungguhnya selalu dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar organisasi, termasuk 

birokrasi senantiasa mampu beradaptasi memperbaiki dirinya, mampu untuk terus­

menerus berinkamasi dalam bentuk kehidupannya yang selalu baru di lingkungan 

tempat hidupnya, meskipun inovasi pada birokrasi publik dalam beberapa kasus 

justru alergi terhadap perubahan dan hal-hal yang inovatif karena dianggap dapat 

mengganggu status quo (Hardi, 2015). 

Proses transformasi Bagian Humas dan Protokol menjadi orgamsas1 

pembelajaran melalui pengembangan inovasi juga secara simultan telah mendorong 

perwujudan Dynamic Organization (Carley and Lee, 1998) dimana beberapa ciri 

pokok Dynamic Organization sudah dapat diidentifikasi dari proses pengembangan 

inovasi yang ada, yaitu mencakup 4 (empat) aspek penting attributes of the 

Dynamic Organization (Araujo, 2014), yaitu: Fast and Reactive, Flexible and 

Adaptive, Adoptive, and Innovative. Pada akhimya, transformasi organisasi yang 

melakukan gerakan reformasi birokrasi melalui inovasi di sektor publik 

sesungguhnya merupakan upaya merespon lingkungan strategisnya menjadi 

organisasi yang pembelajar menuju organisasi yang dinamis dan berkinerja tinggi 

sebagaimana diungkapkan Carley and Lee ( 1998) bahwa : "Organizations can and 

do adapt to their environment. Its is often suggested that high performance 

organizations are those that learn how to learn". 
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Pengembangan inovasi organisasi publik pad.a Bagian Humas dan 

Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan yang dihasilkan yaitu Inovasi 

Sistem Administrasi Perjalanan Dinas (SAPD) atau lebih dikenal dengan 

Sistem Informasi Surat Perjalanan Dinas (Si Super). Si Super dikembangkan 

sejak tahun 2009 dan pertama kali diimplementasikan sejak l Januari 20 l 0. 

Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

l. Latar belakang pengembangan. 

Latar belakang pengembangan inovasi yaitu berkenaan dengan tata kelola 

administrasi dan pelayanan pada organisasi yang mencakup aspek: 

a. Pengelolaan Administrasi secara umum pada organisasi pemerintahan 

yang belum optimal; 

b. Pengembangan Inovasi pad.a organisasi dilatar belakangi oleh adanya 

pengelolaan keuangan yang belurn akuntabel. 

c. Keterbatasan Sumberdaya Manusia dalam rnelaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya 

d. Bel um adanya tata laksana I pedornan pelayanan yang baik; 

e. Keterbatasan sarana dan prasarana organisasi dalam melaksanakan 

pelayanan. 

Selain kelima aspek tersebut, terbentuknya kelembagan Bagian Humas dan 

Protokol yang merupakan pemisahan dari Bagian Umum juga mendorong 
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pengembangan tata kelola organisasi yang baru dengan merujuk pada 

permasalahan organisasi yang ada. 

2. Stakeholder dan peran stakeholder 

Stakeholder yang terlibat mencakup stakeholder internal dan ekstemal 

yaitu: 

-

NO 
STAKEHOLDER 

INTERNAL EKSTERNAL 
1 Sekda Bupati 

2 Asisten Administrasi KepalaSKPD 

3 Kabag Humas dan Protokol Inspektorat 

-
4 Kasubbag Praktisi IT 

5 StafHumas dan Protokol Kabag Organisasi 

6 Kasubbag Keuangan 

Sebagai inisiator/inovator, Kasubbag Protokol yang menjabat periode 2009-

2011 yang selanjutnya dimekarkan kelembagaannya menjadi Kasubbag 

Tamu dan Perjalanan Dinas yang berada di level manajemen 

madya/menengah memegang peranan penting sebagai simpul 

pengembangan inovasi. Proses konspetualisasi inovasi dilaksanakan oleh 

tingkat manajemen menengah dan staf, proses pengambilan keputusan dan 

kebijakan oleh Manajemen Puncak dan input pengembangan oleh 

stakeholder ekstemal. 

3. Strategi pengembangan inovasi. _t 

Pengembangan inovasi pada Bagian Humas dan Protokol menganut pada 

teori Zaltman, Duncan dan Holbek (1973) yang mencakup dua tahap 
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penting yaitu: Pertama, Tahap Permulaan/inisiasi yaitu langkah 

pengetahuan dan kesadaran akan rnasalahan yang dihadapi, langkah 

pembentukan sikap terhadap pengembangan inovasi dengan merumuskan 

desain awal inovasi dan langkah pengambilan keputusan dengan 

menetapkan rencana pengembangan inovasi dalam dokumen perencanaan 

kegiatan. Tahap Kedua yaitu Tahap lmplementasi yang mencakup 

implementasi awal yaitu proses merancang, mencoba, melaksanakan dan 

mengembangkan SDM dan pemanfaatan sumberdaya lainnya baik dana 

maupun SOM, serta langkah keberlanjutan dan pembinaan yang mencakup 

proses monitoring dan evaluasi, pengembangan inovasi secara berkala, 

diseminasi dan replikasi ke SKPD lainnya. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis sajikan maka 

beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: 

1. Mengingat bahwa gerakan inovasi pada organisasi publik saat ini sedang 

dalam momentum yang baik, maka diperlukan upaya untuk 

mendokumentasikan inovas1-movasi yang dilahirkan untuk selanjutnya 

didiseminasi, disosialisasikan dan dipublikasikan, sehingga inovasi tersebut 

dapat diadopsi, direplikasi atau dimodifikasi oleh institusi lain yang pada 

akhirkan akan mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia. 

2. Perlunya kajian lebih jauh bagaimana pengaruh atau hubungan 

pengembangan inovasi terhadap akuntabilitas pelayanan publik, bagaimana 

aspek hukumnya, mengingat dalam beberapa kasus, inovasi yang 
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dikembangkan harus bersinggungan dengan tatanah kebijakanyang ada_ 

Dalam konteks ini maka proses diskresi oleh pengambil kebijakan menjadi 

aspek yang sangat sensitif jika dihubungkan antara inovasi yang 

dikembangkan sebagai breaktrough dengan akuntabilitas organisasi. 

3_ Perlunya kajian mengenai hubungan antara inovasi dengan kinerja 

organisasi, sehingga inovasi yang dihasilkan mampu meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, 

efesien, mudah, murah dan mudah_ 
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Lampiran 1 
KUISIONER PENELITIAN 

TU GAS AKHIR PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

JUD ULT APM : PENGEMBANGAN INOV ASI ORGANISASI PUBLIK P ADA 
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA NUNUKAN. 

IDENTIT AS RESPOND EN 
NAMA : ........................................... (jika berkenan) 
JABATAN ............................................ . 
1. Apa yang menjadi masalah utama dalarn pelaksanaan tupoksi yang Anda 

laksanakan? (pilih satu atau beberapa) 
a. Adrninistrasi 
b. Keuangan 
c. Tata laksana 
d. SDM 
e. Sarana prasarana 

2. Siapa yang rnernpunyai inisiatif inovasi ini? 
a. Pirnpinan tinggi (Bupati I Wabup) 
b. Sekda 
c. Kabag 
d. Kasubbag ....... . 
e. Staf 
f. Pihak Lain 

3. Bagaimana proses sehingga inovasi ini dilahirkan? 
a. Penerapan langsung (perintah) 
b. Perencanaan partisipatif dan bertahap 
c. Kerjasama dengan pihak luar 
d. Adopsi/duplikasi dari luar 

4. Apa inovasi yang dihasilkan? ................................................... . 

Apakah dalam bentuk barang/jasa/proses? (caret yng tidak perlu) 

5. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 
pengembangan? (ben tan da mk k ") Xun ategon sesua1 

Stakeholder Minat/inisiatif Pen2aruh 
Timmi Rendah Tinmri Ren dab 

Bupati/Wakil 
Sekda 
Asisten 
Kabag 
Kasubbag 
StafHumas dan Protokol 
KaSKPD 
StafSKPD 
Inspektorat 
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Instansi Keuangan ....... 
Bag Organisasi I tatalaksana 
Praktisi sesuai Bidang .... 
Stake holder lainnya jika ada 
(sebutkan) 

··········································· 

Cat : Minat/inisiatif terkait dengan antusiasme berperan dalam 
pengembangan inovasi 
Pengaruh terkait dengan kewenangan dan pengaruh stakeholder 
terhadap pengambilan keputusan dan keberlangsungan inovasi. 

6. Apa saja kebijakan/produk hukum yang mendukung pengembangan inovasi 
ini? (UU, PP, Permen, Perda, Perbup, SK dll) 

7. Apakah ada kualifikasi khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan inovasi 
ini? 
a. Ya, di bi dang ..... 
b. Tidak 

8. Sumber dana yang digunakan? 

9. Apa peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang penerapan sistem? 

10. Apakah peralatan yang digunakan merupakan peralatan yang barn atau yang 
tersedia.? 

a. Seluruhnya barn 
b. Peralatan yang tersedia 
c. Sebagian Barn dan peralatan yang tersedia 

11. Mencakup aspek apa saja output penting yang dihasilkan dari penerapan 
inovasi? (pilih satu atau beberapa) 

a. Tata kelola 
b. Administrasi 
c. Keuangan/akuntabilitas 
d. Perubahan struktur organisasi 
e. Perubahan kebijakan 
f. Kinerja 

12. Siapa yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi? (beri tanda X untuk 1 atau 
b b k . ") e erapa ategon sesuai 

Stakeholder Metode 
1 2 3 4 

Bupati/W akil 
Sekda 
Asisten 
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Kabag 
Kasubbag 
Staf Humas dan Protokol 
KaSKPD 
Staf SKPD 
Inspektorat 
Instansi Keuangan ....... 
Bag Organisasi I tatalaksana 
Praktisi sesuai Bidang .... 
Stake holder lainnya jika ada 
(sebutkan) 

··········································· 

Ket : 1. Memberikan masukan dan saran 
2. Audit 
3. Menyusun Rencana Aksi Perubahan 
4. Melaksanakan Rencana Aksi Perubahan 

13. Apa hambatan/masalah yang ditemui dan apa strategi menyelesaikan masalah 
tersebut? 
Identifikasi masalah Altematif pemecahan masalah 

1. SDM 

2. Sarana I prasarana 

3. Kebijakan I peraturan 

4. Dana 

5. Lainnya .......... 

14. Peghargaan yang diterima, sebutkan ... 

15. Sanksi yang diterima 
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Lampiran 2 

P ANDUAN WA WANCARA DAN PENGUMPULAN DATA 

I. Gambaran Umum Organisasi 

A Visi 

B. Misi 

c. Tujuan 

D. Rencana Strategis 

E. Program Prioritas 

F. SDM 

G. Sarana Dan Prasarana 

H. Layanan Publik yang diberikan 
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I. Latar Belakang Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik 

A Permasalahan yang dihadapi 
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l. Apa yang menjadi masalah utama dalam pelaksanaan tupoksi 

yang Anda laksanakan? 

II. Proses Implementasi Inovasi Pelayanan Publik 

A. Bagaimana inisiatif ditemukan 

I. Bagaimana proses sehingga inovasi ini dilahirkan? 

B. Siapa yang memiliki inisiatif 

1. Siapakah yang memiliki inisiatiflahimya inovasi ini? 

C. Apa inovasi yang dihasilkan? Apakah dalam bentuk 

barang/j asa/proses? 

D. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengembangan? 

1. Siapa yang terlibat dalam proses perencanaan dan apa peran 

masing-masing pihak (bisa pilih beberapa) 

2. Siapa yang terlibat dalam proses pelaksanaan dan apa peran 

masing-masing pihak (bisa pilih beberapa) 

3. Siapa yang terlibat dalam proses Pengembangan dan apa peran 

masing-masing pihak (bisa pilih beberapa) 

E. Kebijakan yang mendukung 

1. Apa saJa kebijakan/produk hukum yang mendukung 

pengembangan inovasi ini? (UU, PP, Perrnen, Perda, Perbup, SK 

dll) 

F. Sumberdaya yang digunakan dan bagaimana memobilisasi 

sumberdaya tersebut (SDM, pendanaan, sarana dan prasarana) 

l. Berapa banyak SDM yang diperlukan dalam pengembangan 

inovasi ini? 

2. Apa kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan inovasi 

ini? 

3. Berapa dana yang digunakan dan sumber dana dari mana saja? 
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4. Apa peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang penerapan 

sistem? 

5. Apakah peralatan yang digunakan merupakan peralatan yang 

baru atau yang tersedia. 

G. Apa output penting yang dihasilkan dari penerapan inovasi? 

H. Bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi (menggunakan 

metode apa dan kapan dilaksanakan) 

I. Apa hambatan/masalah yang ditemui dan apa strategi 

menyelesaikan masalah tersebut? 

J. Bagamana rencana aksi keberlanjutan inovasi 

1. Pihak yang terlibat/tertarik dalam proses replikasi dan duplikasi, 

modifikasi? 

2. Bagaimana Rencana aksi pengembangan yang disusun? 

K. Reward and Punishment terhadap upaya pengembangan inovasi. 

1. Peghargaan yang diterima 

2. Sanksi yang diterima 
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Jabatan 

Tanggal 

Peneliti 

Informan: 

Peneliti : 
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Peneliti : 

Informan: 

Peneliti : 
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Peneliti : 

Informan: 

TRANSKRIP WA W ANCARA 

: Ilham Zain, S.Sos, MPA 

: Kabag Humas clan Protokol 

: 4 April 2016 
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Kita ketahui bahwa Bagian Humas dan Protokol memiliki 

inovasi Si Super. Apa latar belakang sehingga inovasi ini lahir? 

Saya baru menjabat sejak 2014, jadi kurang persis tau. Tetapi 

clari dokumen laporan, memang saat itu kita banyak kasus 

tentang SPPD, ya administrasinya tidak bagus, registrasinya 

kacau clan saya lihat memang SDM kita bahkan hingga saat ini 

kurang. Mungkin itu yang mendasari sehingga si super ini perlu 

dibangun 

Prosesnya pak? 

Kita mengalir saja, dengan bantuan teman yang lain ada 

organisasi, inspektorat, terns ada dari swasta yang ngerti IT. Itu 

disusun oleh kasubag protokol waktu itu. 

Oh, jadi kasubbag protokol yang punya ide? 

Ya karena waktu itu SPPD dibawah protokol. Kalau sekarang 

sudah subbag sendiri, tamu dan perjalanan dinas. Makanya kita 

bentuk ini karena bebannya sangat berat. 

Se lain kasubbag protokol apa staf lain terlibat? 

Iya, semunya ikut belajar, cuman yaa yang fokus itu operator 

saja sama bendahara dan beberapa staf yang meman punya 

minat dan kemampuan. Kalau orang lain kan kita perlukan 

supaya ini bagus, sesuai harapan masyarakat 

Polanya pak? 

Itu dikerjakan bareng-bareng, sampai sekarang kalau ada 

masalah yang dirembugkan lagi. Misal operator ada kesulitan 

atau masukan SKPD atau rekom Inspektorat, ya ditindaklanjuti, 

biasanya melalui anggaran pemeliharaan trus dikerjakan 

bersama tim dan IT 
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Jadi selalu ada anggarannya ya pak? 

Iyaa, supaya berkesinambungan, itu juga sekitar 20an juta 

bgitu. Nanti persisnya sama PPTK 

Anggaran untuk apa saja pak 

Paling banyak untuk upgrading software, ada juga penambahan 

peralatan kalau yang sudah lama sudah rusak. 

Dari penerapan si super, apa hasil yang dirasakan pak? 

Y aa terutama administrasi makin bagus, sangat bagus malah 

dan menjadi contoh. Ini malah sudah dapat penghargaan dari 

menpan menjadi top 33 inovasi. Tapi sebenarnya yg paling 

penting kan pekerjaan kita jadi mudah, SPPD tidak mudah 

diatur-atur sembarangan, menghapus dokumen fiktif yang bisa 

merugikan dan jadi temuan. Tapi itu nanti bisa dilihat di 

laporan atau sama Tamrin atau Kade yang tau. 

Apa masalah yang dihadapi pak, dan bagimana mengatasinya? 

Ya memang SPPD ini kan masalah sensitif, tantangannya ya 

kita sendiri mau berubah apa tidak. Sejauh ini kalau anggota 

saya siap jalan ya jalan terns. Pimpinan sangat mendukung kok. 

Malah sekarang sudah ke SKPD dan kita turun langsung 

melatilL Tapi dilanjut dengan tamrin saja yaa. Atau lihat di 

Japoran yang ada. Kan sudah ada di bukunya Menpanjuga. Itu 

kan dokwnen itu waktu ikut kompetisi. Jadi infonya sudah vaid 

lahya 

Baik pak, terima kasih 

Sama sama man Jon, saya pamit dulu 
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Selamat sore Mas Tamrin, saya ingin mendapat informasi 

mengenai inovasi Si Super di Bagian Humas dan protokol, 

bagaimana? 

Memang kita punya Si Super Pak, sejak 2010 lalu. Waktu itu 

saya masih staf dan kasubbag yang <lulu punya ide ini, jadi ya 

karena bagus kita teruskan sampai sekarang. 

Mengenai tupoksi kan sudah ada kasubbag tamu dan perjalanan 

dinas 

Itulah pak, mengingat beliau masih diperbantukan sebagai staf 

administrasi Bupati, jadi tanggung jawab kegiatan ini ya tetap 

di protokol. Tapi kita komitmen tetap berjalan bahkan terns 

makin luas. 

Maksudnya luas bagaimana mas? 

Ini barnsan teman-teman fasilitasi penerapan di kecamatan dan 

SKPD. Jadi cakupan sekarang lebih luas tidak hanya di 

sekretariat. Kita sudah buat sofware barn sesuai dengan 

kebutuhan SKPD lain. 

Jadi perkembangannya sesuai kebutuhan maksudnya? 

Benar pak. Dulu kan kita fokus di administrasinya, terns 

pencegahan dobel sppd, mengurangi beban kerja teman-teman 

kalau harus diketik, ditulis dan sebagainya dan yaa pokoknya 

ruwet menangani sppd yang ribuan itu. Cuman sekarang kan 

sudah tidak ada, jadi fokus pencegahan dan tata kelola yang 

baik. 

Berarti dikembangkan terns ya mas Tamrin? 

Iyaa, ada staf operator, PPTK sama dibantu temen-teman dari 

yang ngerti program komputer lah. Cuman ya masukan dari 
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inspektorat biasanya kita perhatikan, mana yang banyak 

temuannya, kenapa, ya kita cari jalan keluar lewat aplikasi ini. 

Jadi kerjasamanya seperti apa? 

Kita sih kalau kita-kita aja ya sekedar koordinasi clan 

konsultasi. Kalau ada SKPD yang telepon ada masalah kita 

rembugkan lagi. Kecuali ke rekanan ya kita bayar ke pihak 

ketiga. 

Berarti ada budget khusus ya? 

Ada pak, pengembangan sistem, untuk upgrade atau beli alat 

yang memang dibutuhkan. 

Kalau dukungan pimpinan sendiri bagaimana? 

Sejak 2010, kebetulan saya disini terus, memang bupati dan pak 

sekda sangat mendukung. Cuma ya anggaran terbatas. 

Makanya baru tahun kemaren kita bisa buat yang baru untuk 

SKPD. Apalagi in kan sudah dapat penghargaan dari Menpan, 

jadi beliau bangga lah dengan inovasi ini. 

Hasilnya apa saja, bisa dijelaskan? 

Kita sih intinya pengelolaan SPPD makin baik, ya 

administrasinya, berkurang temuan, keuangannya baik, tidak 

boros kertas, dan teman-teman kerjanya juga enak, bahkan 

sekarang dipakai untuk kroscek absen pegawai dan DL 

pegawai. Nanti angka-angkanya bapak lihat di laporan si super 

pak, itu yang <lulu waktu setelah Sinovik sama UNPSA. 

Saya masih ingin tahu bagaimana ini bisa muncul? 

Y aa kan <lulu kita masih gabung di Umum, jadi memang tidak 

terurus betul. W aktu 2008 pisah, bapak juga tau dan terlibat, 

kita sama-sama rancang ini terus di ace sama pak asisten 

sampai bupati. Temyata setelah tahun pertama hasilnya bagus, 

lalu evaluasi tiap tahun dibuat semacam rencana 

pengembangan, makanya ini sudah versi yang ke em pat. J adi 

kita slalu perbaiki berdasarkan masukan baik anggota di dalam 

maupun dari luar. Nanti kita luncurkan lagi begitu. 
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Berarti sudah bagus yaa pengelolaannya 

Y aa, kalau yang ke skpd masih banyak kekurangan, tapi kan 

mereka punya masalah beda-beda, jadi kita sesuaikan saja. 

Berarti komitmen jalan terus ya mas? 

Iyalah pak .. yang baik harus terus dilanjutkan karena memang 

kebutuhan kita juga. 

Baik mas Tarnrin, terirna kasih infonya. 

Sama-sama. 

42882.pdf



119 

Lampiran 4. 

Deskripsi Inovasi Si Super pada Sistem Infonnasi lnovasi Layanan Publik Kementerian 
PAN danRB 

Nama Inisiatif Sistem Administrasi Perjalanan Dinas 

Atau Sistem lnformasi Surat Perjalanan Dinas (Si Super) 

Tanggal/Tahun Mulai 1 Januari 2010 

Inisiatif 

Nama Unit Bagian Humas clan Protokol Sekretariat Daerah 

N ama K/L/Pemda Kabupaten Nunukan 

Kategori Pelayanan Peningkatan Kapasitas Kinerja dan Akuntabilitas Aparatur 

Alamat Kantor Bupati Nunukan Lt. 3, JI. S. Jepun-Mansappa, 

Nunukan 

Nama Pimpinan Unit Ilham Zain, S. Sos, MP A 

Reformer Kasubbag Protokol 

Tlp/Mobile Phone 082155780099 atau 0812 1828 9909 

No. Facsimile (0556) 2027883 

e-mail Qrotokol nunukan@yahoo.co.id 

Kriteria Umum • Manfaat 

• Pendekatan Reformasi Birokrasi 

• Pendekatan barn 

• Keberlanjutan 

• Dapat ditransfer 

Kriteria Bidang • Kapasitas aparatur 

I 

I 
I 
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11 · Kinerja apamm 

• Akuntab1htas 
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Lampiran 5. Deskripsi Inovasi pada Bagian Humas dan Protokol pada United Nation 
Public Service Awards 2015 

UNITED NATION PUBLIC SERVICE A WARDS 
NOMINATION FORM 2015 

a. For wich award is the nomination being made: 

Category 3 : Promoting Whole-of-Government Approaches in the Information 

Age 

b. Check criteria relevant to nomination: 

Enhances organizational performance by integrating vital government services 

across different agencies by using open standards, open data and encourages use 

of shared systems such as cloud computing for seamless integration. Minimizes 

duplication of efforts and reduces costs through knowledge sharing and data 

exchange, more effective deployment of resources through integration of back-

end office operations, utilization of innovative channels and tools such as JCT 

tools, and by providing, inter alia, one-stop shops, online and mobile sites that 

aggregate government services for ease of discovery and access, etc. Allows 

different systems to exchange information, to combine it with other information 

resources and to subsequently process it in a meaningful manner both horizontally 

and vertically. Takes into consideration privacy and security issues while 

achieving interoperability between systems. 

c. Information on institution being nominated : 

Deskripsi Inovasi Si Super Bagian Humas Protokol Setda Nunukan pada UNPSA 
2015 

Institution Name Nunukan State 

Institution Acronym Nunukan 
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Institution Type Government Agency 

Specific initiative Yes 

Name of initiative Penerapan Sistem Pengendalian Perjalanan Dinas 

(Initiativ Acronym) Pejabat Dalam Rangka Pencegahan Korupsi (Si 

Super) 

Contact's Position Head of Section Protocol, State Secretary of Cabinet 

Contact's Function Title S.Sos, M.PA 

Contact's First Name(s) llham 

Contact's Last Name(s) Zain 

Contact's gender Male 

Address Nunukan Regency Office, S.Jepun Road, 

Mansappa, North Nunukan 

Postal Code 77482 

City Nunukan 

State/Province North Kalimantan 

Country Indonesia 

Telephon I Fax +6282155780099 

Institution's I Project's www.nunukankab.go.id 

website (if available) 

Date of implementation/ 1 January 2010 

execution of initiative 

E-mail :grotokol nunukan@yahoo.co.id 

E-mail confirm ~rotokol nunukan@yahoo.co.id 
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d. Information on Institution making the nomination : 

Institusi Pengusul Inovasi Si Super Bagian Humas Protokol Setda Nunukan pada 
UNPSA 2015 

Institution Name Ministry of Administrative and Bureaucracy 

Reform 

Institution Acronym KemenPANRB 
,______ 

Institution Type Government Agency 
i i' 

Contact's Function Title 11 ~ ,, 
: I 

i! 
!i 

Contact's First Name(s) . Imanuddin :[ 
~ 
i 

Contact's Last Name(s) Muhammad 

Contact's gender Male 

Address Jenderal Sudirman Road, Kav 69, Jakarta 

Postal Code 12190 

City Jakarta 

State/Province DKI Jakarta 

Country Indonesia 

Telephon I Fax +6221 7398381 - 7398382, Fax +6221 7398323 

Institution's I Project's www. menpan. go. id 

website (if available) 

E-mail sinovik@menpan. go. id 

E-mail confirm sinovik@men12an. go. id 

42882.pdf


	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	456



